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ABSTRAK 
“PRA STUDI KELAYAKAN (PRA FEASIBILITY STUDY) 
PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT DI MINAHASA UTARA” 
Dr. Muh. Asad Abdurahman, ST., M.Eng., PM.¹, Suharman Hamzah, ST., MT., 
Ph.D.Eng.HSE.Cert. .¹ , Muh. Reza Saputra² 
Abstrak : Untuk mendukung sektor prioritas Pemerintah Indonesia untuk 
membangun kelautan tol bersama-sama menghubungkan "nusantara" sebagai negara 
kepulauan, dan juga untuk mengembangkan daerah perbatasan di Indonesia, 
keberadaan pelabuhan harus mendapat perhatian lebih sebagai pintu gerbang 
Indonesia. Port memiliki peran penting dalam mengubah mode transportasi dan pada 
akhirnya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Hal yang penting dari studi pra-
kelayakan adalah faktor prioritas yang akan ditunjukkan dengan jelas cuaca itu baik 
atau wajar. Sebagai penunjang layanan penumpang bergerak, kontainer, kargo 
umum dan juga bulk, diperlukan port untuk memiliki desain dan perencanaan yang 
prima. Studi pra-kelayakan diperlukan untuk memperoleh basis ilmiah berdasarkan 
nilai kepentingan dan kebutuhan daerah. Studi pra-kelayakan dalam makalah ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dukungan daerah dan memberikan 
prioritas lokasi pengembangan pelabuhan baru di Minahasa Utara mengenai aspek 
spasial, isu pemerintah, aspek transportasi, aspek ekonomi daerah, aspek lingkungan 
dan pertimbangan aspek teknis. Metode eksperimental yang digunakan adalah 
kualitatif dan kuantitatif, melalui data yang diperoleh dan didukung oleh wawancara 
di tempat serta survei kuesioner. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa ada 5 lokasi 
yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan tingkat prioritas, tinggi (Kema, 
Likupang), sedang (Linuhu, Kahuku) dan rendah (Gangga 1). 
Kata kunci : Pra Studi Kelayakan, Pelabuhan, RIPN 
Abstract : To support the Government of Indonesia's priority sector to develop 
marine tolls together to connect the "archipelago" as an archipelagic country, as well 
as to develop border areas in Indonesia, the presence of ports should receive more 
attention as the gateway of Indonesia. Ports have an important role in changing 
transportation modes and ultimately become the catalyst for economic growth. The 
important thing from the pre-feasibility study is the priority factor to be clearly 
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demonstrated that the weather is good or fair. As a supporter of moving passenger 
services, containers, general cargo as well as bulk, ports are required to have 
excellent design and planning. Pre-feasibility studies are needed to obtain a scientific 
basis based on the value of interests and needs of the region. The pre-feasibility study 
in this paper aims to identify potential regional support and prioritize the location of 
new port development in North Minahasa regarding spatial aspects, government 
issues, transportation aspects, regional economic aspects, environmental aspects and 
technical aspects considerations. The experimental methods used are qualitative and 
quantitative, through data obtained and supported by on-site interviews and 
questionnaire surveys. The results of this paper indicate that there are 5 locations 
that suit the needs. Based on high priority level (Kema, Likupang), medium (Linuhu, 
Kahuku) and low (Gangga 1). 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia adalah negara kepulauan, dua pertiga wilayahnya merupakan 
perairan dan berada pada rute perdagangan dunia. Wilayah Indonesia terbentang 
antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sepanjang 3.977 mil, luas 
Indonesia 1.9 juta mil persegi dan di kelilingi oleh 17.508 pulau. (“Indonesia”, 
para 1-3). Lokasi Indonesia merupakan lokasi yang strategis terletak pada jalur 
perdagangan internasional. Luas wilayah Indonesia ini belum didukung dengan 
infrastruktur yang memadai sehingga biaya transportasi Indonesia menjadi cukup 
mahal. Ini salah satu faktor yang menyebabkan produk Indonesia kurang dapat 
bersaing dengan negaranegara lain yang telah dapat memanfaatkan secara 
maksimal infrastruktur transportasinya. 
Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata 
rantai kelancaran muatan angkutan laut dan darat dalam menunjuang dan 
menggerakkan perekonomian, yang selanjutnya befungsi sebagai kegiatan 
peralihan antara moda transport. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem 
transportasi, mengharuskan setiap pelabuhan memiliki kerangka dasar rencana 
pengembangan dan pembangunan pelabuhan. Kerangka dasar tersebut tetuang 
dalam suatu rencana pengembangan tata ruang yang dijabarkan dalam suatu 
tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pedek, menengah dan panjang. Hal ini 
diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan 
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pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna, efisien dan kesinambungan 
pembangunan. 
Pembangunan pelabuhan dilaksanakan sebagai pengembangan dari fasilitas 
yang sudah ada untuk mendukung perkembangan ekonomi setempat, maupun 
pada lokasi yang baru untuk membuka jalan bagi kegiatan transportasi warga 
sehari-hari yan bersifat mendasar. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan di 
Indonesia dalam lingkup Sub Sektor Perhubungan Laut akan terus dilaksanakan 
dalam rangka menunjang transportasi penumpang, petikemas, general cargo, dan 
barang curah (bulk), dalam skema pelayaran yang bersifat komersial maupun 
pelayaran perintis, pelayaran lokal ataupun pelayaran rakyat. 
Sebagai negara kepulauan, transportasilaut merupakan pilihan utama,dan 
merupakan transportasi yang cukup murah dibandingkan dengan transportasi yang 
menggunakan jalan raya. Sayangnya sektorpelabuhan belum dikembangkan dan 
dikelola dengan baik dan efisien sehingga transportasi ini jugamenjadi mahal 
(Ray, 2008). 
Selain itu, terdapat beberapa analisis dasar yang perlu diperhatikan utamanya 
terhadap aspek yang dianggap terkait dengan kelayakan pembangunan pelabuhan 
yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan dibangunnya pelabuhan laut pada 
suatu wilayah/kawasan berdasarkan potensi wilayah beserta pola pergerakan 
barang dan orang, kesesuaian tata ruang dan kebijakan pemerintah pusat dan 
daerah, kondisi teknis wilayah terkait keberadaan lokasi rencana pelabuhan, 
kondisi sosial ekonomi terkait dengan keterisoliran wilayah/daerah, serta beberapa 
analisis yang dianggap relevan dalam penyusunan Pra Studi Kelayakan 
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Pengembangan Pelabuhan Laut sehigga kedepan dapat diperoleh prioritas dasar 
penentuan strategi dan skenario pengembangan pelabuhan laut dalam suatu 
wilayah yang selanjutnya dilanjutkan melalui penyusunan Studi Kelayakan (FS), 
Rencana Induk Pelabuhan/Masterplan, Studi Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), 
Studi Desain (SID dan DED) sampai dengan pelaksanaan pembangunan 
fisik/konstruksi pelabuhan. 
Dari uraian diatas, penulis mencoba menkajilebih jauh dengan mengangkat 
judul “PRA STUDI KELAYAKAN (PRA FEASIBILITY STUDY) 
PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT DI MINAHASA UTARA” 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalahnya adalah Bagaimana tata cara penentuan lokasi 
pengembangan pelabuhan yang dapat ditentukan berdasarkan beberapa aspek 
yang ditinjau pada lokasi studi 
 
1.3 Maksud dan Tujuan 
Maksud dari Pra Studi Kelayakan Pengembangan Pelabuhan Laut ini adalah 
mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi prioritas lokasi rencana 
pembangunan pelabuhan yang layak dalam suatu wilayah yang sesuai dengan 
aspek tata ruang dan kebijakan, ekonomi wilayah, sosial kependudukan dan teknis 
pelabuhan. 
Tujuan dari penulisan Karya Akhir ini adalah:  
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1. Untuk menganalisis aspek yang berpengaruh terhadap kelayakan 
investasi pembangunan pelabuhan laut di Minahasa Utara 
mengingat banyaknya ketidakpastian dan risiko yang dihadapi.  
2.  Untuk mengetahui jumah lokasi yang layak tersedia untuk 
pembangunan pelabuhan di wilayah Minahasa Utara 
3. Untuk mengetahui Skala Prioritas pembangunan menggunakan 
metode scoring dari hasil survey di lapangan. 
 
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 
Studi ini mempunyai ruang lingkup dan batasan masalah sebagai berikut: 
1. Tugas Akhir ini nantinya akan membahas tentang Pra Studi Kelayakan 
Pembangunan Pelabuhan di Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara 
2. Inventarisasi dan pengolahan data sekunder 
3. Pra Studi kelayakan mencakup aspek tata ruang dan kebijakan, ekonomi 
wilayah, sosial kependudukan dan teknis pelabuhan. 
4. Rekomendasi prioritas lokasi rencana pelabuhan terpilih 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan ini disusun dalam kerangka bab per bab, dan dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN, berisi berisi penjelasan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, pokok masalah, 
batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang teori konsep dasar 
pra studi kelayakan pebangunan pelabuhan 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menyelesaikan metode yang 
digunakan dalam penelitian untuk penyelesaian studi berdasarkan 
pada pendekatan teori yang diuraikan. 
BAB IV HASIL DAN BAHASAN, menyajikan proses dan hasil analisis 
dari data yang diperoleh sehubungan dengan topik studi 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisikan kesimpulan dan saran 






















Menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Pasal1 ayat1, tentang 
Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di 
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 
kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, 
naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 
tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 
Menurut Triatmodjo (1992) pelabuhan (port) merupakan suatu daerah 
perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat 
berlabuhnya kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan 
atau menurunkan penumpang, barang maupun hewan, reparasi, pengisian bahan 
bakar dan lain sebagainya yang dilengkapi dengan dermaga tempat menambatkan 
kapal, kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang transito, serta tempat 
penyimpanan barang dalam waktu yang lebih lama, sementara menunggu 
penyaluran ke daerah tujuan atau pengapalan selanjutnya. Selain itu, pelabuhan 
merupakan pintu gerbang serta pemelancar hubungan antar daerah, pulau bahkan 
benua maupun antar bangsa yang dapat memajukan daerah belakangnya atau juga 
dikenal dengan daerah pengaruh. Daerah belakang ini merupakan daerah yang 
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mempunyai hubungan kepentingan ekonomi, sosial, maupun untuk kepentingan 
pertahanan yang dikenal dengan pangkalan militer angkatan laut. 
2.2Macam Pelabuhan 
Menurut Triatmodjo (1992), Pelabuhan dapat dibedakan menjadi 
beberapa macam segi tinjauan, yaitu segi penyelenggaraannya, segi 
pengusahaannya, fungsi dalam perdangangan nasional dan internasional, segi 
kegunaan dan letak geografisnya. 
2.2.1Segi Penyelenggaraan 
1. Pelabuhan Umum 
Pelabuhan ini diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan 
masyarakat umum, yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya 
diberikan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud 
tersebut. Di Indonesia, dibentuk empat badan usaha milik negara yang 
berwenang mengelola pelabuhan umum diusahakan, yaitu PT. Pelindo I 
berkedudukan di Medan, PT. Pelindo II di Jakarta, PT. Pelindo III di 
Surabaya dan PT. Pelindo IV di Ujung Pandang. Pelabuhan pada 
perencaaan ini masuk pada kawasan operasi PT. Pelindo IV, Ujung 
Pandang, sebagai pelabuhan umum. 
2. Pelabuhan Khusus 
Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk 
kepentingan sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu dan hanya 
digunakan untuk kepentingan umum dengan keadaan tertentu dan dengan 
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ijin khusus dari Pemerintah. Pelabuhan ini dibangun oleh suatu perusahaan 
baik pemerintah ataupun swasta yang digunakan untuk mengirim hasil 
produksi perusahaan tersebut, salah satu contoh adalah Pelabuhan 
LNGArundi Aceh, yang digunakan untuk mengirim gas alam cair ke   
daerah/negara lain, Pelabuhan Pabrik Aluminium di Sumatra Utara (Kuala 
Tanjung), yang melayani import bahan baku bouksit dan eksport 
aluminium ke daerah/negara lain. 
2.2.2 Segi Kegunaan 
1. Pelabuhan Barang 
Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan 
fasilitas untuk bongkar muat barang, seperti: 
a. Derma harus panjang dan mampu menampung seluruh panjang 
kapal sekurang-kurangnya 80% dari panjang kapal. Hal ini 
disebabkan oleh proses bongkar muat barang melalui bagian depan 
maupun belakang kapal dan juga dibagian tengah kapal. 
b. Pelabuha barang harus memiliki halaman dermaga yang cukup 
lebar, yang berfungsi untuk memperiapkan barang yang akan 
dimuat di kapal, maupun barang yang akan di bongkar dari kapal 
dengan menggunakan kran. Bentuk halaman dermaga ini 
beranekaragam tergantung pada jenis muatan yang ada, seperti : 
1. Barang-barang potongan (general cargo), yaitu barang yang 
dikirim dalam bentuk satuan seperti mobil, truk, mesin, serta 
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barang yang dibungkus dalam peti, karung, drum dan lain 
sebagainya. 
2. Muatan lepas (bulk cargo), yaitu barang yang dimuat tanpa 
pembungkus, seperti batu bara, biji besi, minyak dan lain 
sebagainya. 
3. Petikemas (Container), yaitu peti yang ukurannya telah 
distandarisasi dan teratur yang berfungsi sebagai pembungkus 
barang-barang yang dikirim. 
c. Mempunyai transito dibelakang halaman dermaga 
d. Memiliki akses jalan maupun halaman untuk 
pengambilan/pemasukan barang dari gudang maupun menuju 
gudang, serta adanya fasilitas reparasi 
2. Pelabuhan Penumpang 
Seperti halnya pelabuhan barang, pelabuhan penumpang juga 
melayani bongkar muat barang, namun pada pelabuhan penumpang, 
barang yang dibongkar cenderung lebih sedikit. Pelabuhan penumpang, 
lebih melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang 
bepergian, oleh karena itu daerah belakang dermaga lebih difungsikan 
sebagai stasiun/terminal penumpang yang dilengkapi dengan kantor 
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3. Pelabuhan Campuran 
Pelabuhan campuran ini lebih diutamakan untuk keperluan 
penumpang dan barang, sedangkan untuk minyak masih menggunakan 
pipa pengalir. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan kecil atau 
pelabuhan yang masih berada dalam taraf perkembangan.  
4. Pelabuhan Minyak 
Pelabuhan minyak merupakan pelabuhan yang menangani aktivitas 
pasokan minyak. Letak pelabuhan ini biasanya jauh dari keperluan umum 
sebagai salah satu fakltor keamanan. Pelabuhan ini juga biasanya tidak 
memerlukan dermaga/pangkalan yang harus dapat menampung muatan 
vertical yang besar, Karena cukup dengan membuat jembatan perancah 
atau tambatan yang lebih menjorok ke laut serta dilengkapi dengan pipa-
pipa penyalur yang diletakkan persis dibawah jembatan, terkecuali pada 
pipa yang berada didekat kapal harus diletakkan diatas jembatan guna 
memudahkan penyambungan pipa menuju kapal. Pelabuhan ini juga 
dilengkapi dengan penambat tambahan untuk mencegah kapal bergerak 
pada saat penyaluran minyak. 
5. Pelabuhan Ikan 
Pelabuhan ini lebih difungsikan untuk mengakomodasi para 
nelayan. Biasanya pelabuhan ini dilengkapi dengan pasal elang, pengawet, 
alat persediaan bahan bakar, hingga tempat yang cukup luas untuk 
perawatan alat penangkap ikan. Pelabuhan ini tidak membutuhkan perairan 
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yang dalam, karena kapal penambat yang digunakan oleh para nelayan 
tidaklah besar. 
6. Pelabuhan Militer 
Pelabuhan ini lebih cenderung digunakan untuk aktivitas militer. 
Pelabuhan ini memiliki daerah perairan yang cukup luas serta letak tempat 
bongkar muat yang terpisah dan memiliki letak yang agak berjauhan. 
Pelabuhan iniberfungsi untuk mengakomodasi aktifitas kapal perang. 
2.2.3Segi Usaha 
Jika ditinjau dari segi pengusahaannya, maka pelabuhan dapat dibedakan 
menjadi 2, yaitu: 
1. Pelabuhan yang diusahakan 
Pelabuhan ini sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-
fasilitas yang diperlukan oleh setiap kapal yang memasuki pelabuhan, 
dengan aktifitas tertentu, seperti bongkar muat, menaik-turunkan 
penumpang, dan lain sebagainya. Pemakaian pelabuhan ini biasanya 
dikenakan biaya jasa, seperti jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jada 
tunda, jasa dermaga, jada penumpukan, dan lain sebagainya. 
2. Pelabuhan yang tidak diusahakan 
Pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgah kapal tanpa 
fasilitas bea cukai, bongkar muat dan lain sebagainya. Pelabuhan ini 
merupakan pelabuhan yang disubsidi oleh pemerintah serta dikelolah oleh 
Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 
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2.2.4Segi Fungsi Perdagangan Nasional dan Internasional 
Pelabuhan jika ditinjau dari segi fungsi dalam perdagangan nasional dan 
internasional dapat dibedakan menjadi: 
1. Pelabuhan laut 
Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-
kapal berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan 
utama dan ramai dikunjungi oleh kapal-kapal yang membawa barang 
ekspor/impor dari luar negri. 
2. Pelabuhan pantai 
Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang lebih dimanfaatkan untuk 
perdagangan dalam negeri. Kapal asing yang hendak masuk harus 
memiliki ijin khusus. 
2.2.5 Segi Letak Geografis 
Ditinjau dari segi letak geografis, pelabuhan dapat dibedakan sebagai 
berikut: 
1. Pelabuhan buatan 
Pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang dilindungi dari 
pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang 
(breakwater), yang merupakan pemecah perairan tertutup dari laut dan 
hanya dihubungkan oleh satu celah yang berfungsi untuk keluar masuknya 












Gambar2.1 Bentuk Pelabuhan Buatan 
2. Pelabuhan alam 
Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindung dari 
badai dan gelombang secara alami, misalnya oleh suatu pulau, jazirah atau 







Sumber: Triatmodjo, 1992 
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3. Pelabuhan semi alam 
Pelabuhan semi alam   merupakan campuran antara pelabuhan 
buatan dan pelabuhan alam, misalnya pelabuhan yang terlindungi oleh 
pantai tetapi pada alur masuk terdapat bangunan buatan untuk melindungi 






Sumber: Triatmodjo, 1992 
Gambar 2.3 Bentuk Pelabuhan Semi Alam 
2.3 Sistem Pelabuhan 
Berdasarkan PP No 11 tahun 1983, disebutkan bahwa pelabuhan adalah 
tempat berlabuh dan atau bertambatnya kapal laut serta kendaraan air lainnya 
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan 
serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi. 
Dengan demikian pengertian pelabuhan mencakup pengertian prasarana 
dan sistem transportasi yaitu pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang 
terdiri dari area daratan dan perairan serta dilengkapi dengan fasilitas untuk 
berlabuh dan bertambat kapal, guna terselenggaranya kegiatan bongkar muat 
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barang serta turun naiknya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda 
transportasi lainnya. 
2.4   Fungsi Pelabuhan 
Sebagaimana pengertian sistem pelabuhan menurut PP No 11 tahun 1983, 
maka pelabuhan mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 
 Interface, yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda/sistem 
transportasi darat dan laut sehingga pelabuhan harus dapat menyediakan 
berbagai fasilitas dan pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan 
barang/penumpang keangkutan darat atau sebaliknya. 
 Link (mata rantai) yaitu pelabuhan merupakan mata rantai dari sistem 
transportasi, sehingga pelabuhan sangat mempengaruhi kegiatan 
transportasi keseluruhan. 
 Gateway, yaitu pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang dari suatu 
negara/daerah, sehingga dapat memegang peranan penting bagi 
perekonomian suatu negara atau daerah. 
 Industrientity, yaitu perkembangan industri yang berorientasi kepada 
ekspor dari suatu negara atau daerah. 
Disamping itu, pelabuhan juga sebagai terminal pengangkutan, yang dapat 
dibagi dalam beberapa fungsi berikut: 
1.     Fungsi pelayanan dan pemangkalan kapal, seperti: 
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Bantuan kepada kapal yang masuk, meninggalkan dan berolah gerak di 
pelabuhan. 
a. Perlindungan kapal dari ombak selama berlabuh dan tambat. 
b. Pelayanan untuk pengisian bahan bakar, perbekalan dan sebagainya. 
c. Pemeliharaan dan perbaikan kapal. 
2. Fungsi pelayanan kapal penumpang, seperti: 
a. Penyediaan prasarana dan sarana bagi penumpang selama menunggu 
kapal dan melakukan aktivitas persiapan keberangkatannya. 
b. Penyediaan sarana yang dapat memberikan kenyamanan, penyediaan 
makanan dan keperluan penumpang. 
3. Fungsi penanganan barang, seperti: 
a. Penyediaan prasarana dan sarana untuk penyimpanan sementara, 
pengepakan, penimbunan barang, konsentrasi muatan dalam kelompok 
yang berukuran ekonomis untuk diangkut.  
b. Bongkar muat barangdari dan kekapal dan penanganan barang di darat. 
c. Penjagaan keamanan barang. 
d. Fungsi pemrosesan dokumen dan lain-lain, seperti: 
 Penyelenggaraan dokumen kapal oleh syah bandar. 
 Penyelenggaraan dokumen pabean, muatan kapal laut dan dokumen 
lainnya. 
 Penjualan dan pemeriksaan tiket penumpang. 
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2.5 Sarana dan Prasarana Pelabuhan 
Untuk dapat menjalankan fungsinya, maka pelabuhan diperlengkapi dengan 
berbagai sarana seperti: 
1. Untuk pelayanan kapal, seperti: 
a. Alur masuk pelabuhan dan system sarana bantu navigasi pelayaran. 
b. Kolam pelabuhan. 
c. Pemecah gelombang. 
d. Dermaga. 
e. Kapal tunda, kapal pandu, kapal kecil, dan sebagainya. 
2. Untuk pelayanan penumpangdan barang, seperti: 
a. Apron dermaga. 
b. Gudang. 
c. Gedung terminal penumpang, lapangan parkir. 
d. Areal bongkar muat moda angkutan darat. 
e. Akses ke sistem pengangkutan darat. 
f. Sarana debarkasi dan embarkasi penumpang. 
g. Alat bongkar muat, seperti kran, derek, forklift, dan sebagainya. 
2.6 Dermaga 
Menurut KBBI (2009), dermaga dapat diartikan sebagai tembok rendah 
yang terletak memanjang ditepi pantai dan menjorok kelaut serta berada 
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Menurut Triatmodjo (1996) dermaga adalah bangunan pelabuhan yang 
digunakan untuk merapatnya kapal dan menambatkannya pada waktu bongkar 
muat barang. 
Dermaga merupakan tempat kapal ditambatkan dipelabuhan. Pada dermaga 
dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan keatas 
kapal. Didermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar untuk 
kapal, air minum, air bersih, saluran untuk air kotor/limbah yang akan diproses 
lebih lanjut dipelabuhan. 
Dermaga dapat dibagi dalam 3 macam: 
1. Quay/Wharf 
Demaga jenis ini merupakan dermaga yang letaknya digaris pantai 





Gambar 2.4 Bentuk Dermaga Jenis Quay/Wharf 
2. Jetty/Pier (Jembatan) 
Dermaga jenis ini merupakan dermaga yang menjorok (tegak lurus) 












Gambar 2.5 Bentuk Dermaga Jenis Jetty/Pier 
3. Dolphin/Trestle 
Dermaga dolphin/trestle merupakan tempat sandar kapal berupa 
dolphin diatas tiang pancang. Biasanya dilokasi dengan pantai yang landai, 







Gambar 2.6 Bentuk Dermaga Jenis Dolphin/Trestle 
2.7   Kapal 
Menurut KBBI (2009), kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang 
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2.7.1 Dimensi Kapal 
Dimensi kapal diperlukan sebagai salah satu factor yang berhubungan 
langsung pada perencanaan pelabuhan dan fasilitas-fasilitas yang harus tersedia 
di pelabuhan. 
1. Panjang Kapal (Length), Lebar Kapal dan Kedalaman Kapal 
Panjang kapal pada umumnya terdiri dari Length Over All, 
Lengthon designes Water Line dan Length Beetwen Perpendicular, 
sedangkan Lebar dan kedalaman kapal merupakan ukuran utama lainnya 
dari kapal dalam menentukan ukuran-ukuran kapal. Untuk lebih jelasnya, 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. LOA (Length Over All) 
Secara definisi LOA adalah panjang kapal yang diukur dari haluan 
kapal terdepan sampai buritan kapal paling belakang. Merupakan 
ukuran utama yang diperlukan dalam kaitannya dengan panjang 
dermaga, muatan, semakin panjang LOA semakin besar kapal berarti 
semakin besar daya angkut kapal tersebut. 
b. LWL (Length on designesWater Line) 
LWL adalah panjang kapal yang diukur dari haluan kapal pada 
garis air sampai buritan kapal pada garis air laut 
c. LBP (Length Beetwen Perpendicular) 
LBP adalah panjang kapal yang diukur dari haluan kapal pada garis 
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d. Lebar Kapal (beam) 







Gambar 2.7 Dimensi Kapal 
2.8 Kebijakan Rencana Induk Pelabuhan (RIPN) 
 Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi 
multimoda dan lintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari 
sistem transportasi nasional dan strategi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu 
kebijakan tersebut lebih menekankan pada rencana jangka panjang dalam 
kemitraan antar lembaga pemerintah dan antar sektor publik dan swasta. 
Munculnya rantai pasok global sebagai model bisnis yang diunggulkan, 
merupakan faktor kunci dalam perubahan ekonomi global. Perkembangan 
teknologi informasi komunikasi dan transportasi mempengaruhi strategi bisnis 
yang terintegrasi antar produk, pemasaran, transportasi, distribusi dan klaster 
industri dalam koridor ekonomi. 
 Kebijakan pelabuhan nasional akan merefleksikan perkembangan sektor 
kepelabuhan menjadi industry jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif 
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dan sistem operasi pelabuhan yang sesuai dengan standar internasional baik 
dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. 
Tujuannya adalah untuk memastikan sektor pelabuhan dapat meningkatkan daya 
saing, mendukung perdagangan, terintegrasi dengan sistem trransportasi multi-
moda dan sistemlogistik nasional. Arahan kebijakan pelabuhan nasional sendiri 
juga bertujuan untuk mengupayakan: 
 Mendorong investasi swasta, partisipasi sektor swasta merupakan kunci 
keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana 
pelabuhan Indonesia. 
 Mendorong persaingan, mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam 
kegiatan usaha kepelabuhanan yang diharapkan dapat menghasilkan jasa 
kepelabuhan yang efektif dan efisien. 
 Pemberdayaan Peran Penyelenggaraan Pelabuhan, upaya perwujudan 
Peran Penyelenggaraan pelabuhan sebagai pemegang hak pengelolahan 
lahan daratan dan perairan dapat dilaksanakan secara bertahap. 
 Terwujudnya Integrasi Perencanaan, perencanaan pelabuhan harus 
mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi dan 
terintegrasi kedalam penyusunan perencanaan Induk Pelabuhan 
khususnya dikaitkan dengan sistem transportasi nasional, logistik 
nasional, rencana tata ruang wilayah serta masyarakat setempat. 
 Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan 
fleksibel, peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang 
lebih operasional akan dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan 
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perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhan yang 
lebih efisien dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar. 
 Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin, sektor 
pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan 
fasilitas pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya 
manusia andal. Keandalan teknis minimal diperlukan untuk mempenuhi 
standart keselamatan kapal dan keamanan fasilitas kepelabuhan yang 
berlaku di seluruh pelabuhan. Secara bertahap di perlukan penambahan 
kapasitas untuk memenuhi standart yang sesuai dengan ketentuan 
internasional. 
 Meningkatkan perlindungan lingkungan maritime, pengembangan 
pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang akan 
meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Penyelenggara 
pelabuhan harus lebih cermat dalam mitasi pelabuhan, guna memperkecil 
kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritime. mekanisme 
pengawasan yang efektif akan diterapkan melaui kerja sama dengan 
instansi terkait, termasuk program tanggap darurat. 
 Mengembangkan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya 
manusia diarakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi 
dalam upaya meningkatkan produktifias dan tingkat efisiensi, termasuk 
memperhatikan jaminana kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga 
kerja bongkar muat di pelabuhan. Lembaga pelatihan, kejuruan dan 
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perguruan tinggi akan dilibatkan dalam meningkatkan produktifitas 
tenaga kerja sektor pelabuhan, untuk memenuhi standart internasional. 
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 
2009 tentang Kepelabuhan, pelabuhan laut di Indonesia dikelompokkan 
berdasarkan hierarki yang terdiri atas: 
 Pelabuhan utama (yang berfungsi sebagai Pelabuhan Internasional dan 
Pelabuhan Hub Internasional) 
 Pelabuhan Pengumpul 
 Pelabuhan Pengumpan, yang terdiri atas Pelabuhan Pengumpan Regional 
dan Pelabuhan Pengumpan Lokal. 
Minahasa Utara memiliki 9 pelabuhan, yang nama dan hirarkinya sesuai 
dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 414 Tahun 2013 tentang Rencana 
Induk Pelabuhan Nasional seperti yang disajikan pada table berikut. 
Tabel 2.1 Nama dan hirarki pelabuhan di Minahasa Utara (Keputusan 
Menteri Perhubungan No. KP. 414/2013) 
No Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal 
Hierarki Pelabuhan/Terminal 
Ket 
2011 2016 2020 2030 
Provinsi : 
SulawesiUtara  
1 Minahasa Utara Bangka PL PL PL PL   
2 Minahasa Utara Gangga PL PL PL PL   
3 Minahasa Utara Kema PL PL PL PL   
4 Minahasa Utara Likupang PL PL PL PL   
5 Minahasa Utara Mantehage PL PL PL PL   
6 Minahasa Utara Munte/Likupang Barat PR PR PR PR   
7 Minahasa Utara Naen Besar PL PL PL PL   
8 Minahasa Utara Talise/Tambun PL PL PL PL  
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PU : Pelabuhan Utama    PP : Pelabuhan Pengumpul  
PR : Pengumpan Regional    PL : Pengumpan Lokal 
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 
2009 sebagaimana dibuah dalam PP No. 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan, 
pelabuhan laut di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan hierarki yang 
terdiri atas: 
a. Pelabuhan Utama: 
1. Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional; 
2. Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional ± 500 mil dan jalur 
pelayaran nasional ± 50 mil; 
3. emiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil; 
4. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari 
gelombang kedalaman kolam pelabuhan minimal –9 m-lws; 
5. Berperan sebagai tempat alih muat peti kemas/curah/general 
cargo/penumpang internasional; 
6. Melayani angkutan petikemas sekitar 300.000 teus/tahun atau angkutan 
lain yang setara; 
7. Memiliki dermaga peti kemas/curah/general cargo minimal 1 (satu) 
tambatan, peralatan bongkar muat petikemas/curah/general cargo serta 
lapangan penumpukan/gudang penyimpanan yang memadai. 
8. Berperan sebagai pusat distribusi peti kemas/curah/general 
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b. Pelabuhan Pengumpul: 
1. Kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan 
nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah; 
2. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya setidaknya 50 
mil; 
3. Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional ± 50 mil; 
4. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari 
gelombang; 
5. Berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan 
kawasan pertumbuhan nasional; 
6. Kedalaman minimal pelabuhan –7 m-LWS; 
7. Memiliki dermaga multipurpose minimal 1 tambatan dan peralatan 
bongkar muat; 
8. Berperan sebagai pengumpul angkutan peti kemas/curah/general 
9. Cargo/penumpang nasional; 
10. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum 
nasional; 
c. Pelabuhan Pengumpan Regional: 
1. Berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan 
pembangunan antarprovinsi; 
2. Berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan 
dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota; 
3. Pusat pertumbuhan ekonomi daerah; 
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4. Berperan sebagai pengumpan terhadap pelabuhan pengumpul dan 
pelabuhan utama; 
5. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke 
pelabuhan pengumpul dan/atau pelabuhan pengumpan lainnya; 
6. Berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam propinsi; 
7. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari 
gelombang; 
8. Melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar 
kecamatan dalam 1 (satu) provinsi; 
9. Berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau  25 mil; 
10. Kedalaman maksimal pelabuhan –7 m-lws; 
11. Memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 m; 
12. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan regional lainnya 20 – 50 
mil. 
d. Pelabuhan Pengumpan Lokal: 
1. Berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota dan 
pemerataanserta peningkatan pembangunan kabupaten/kota; 
2. Pusat pertumbuhan ekonomi daerah; 
3. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari 
gelombang; 
4. Pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar 
kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; 
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5. Berperan sebagai pengumpan terhadap Pelabuhan Utama, Pelabuhan 
Pengumpul, dan/ataupelabuhan Pengumpan Regional; 
6. Berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, 
terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda 
transportasi laut; 
7. Berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk 
mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat 
multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk 
melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya; 
8. Berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut reguler 
kecuali keperintisan; 
9. Kedalaman maksimal pelabuhan –4 m-LWS; 
10. Memiliki fasilitas tambat atau dermaga dengan panjang maksimal 70 
m; 
11. Memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal lainnya 5 – 20 
mil. 
2.9 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara 
2.9.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Minahasa Utara 
 Pusat– pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara terdiri atas: 
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Manado–
Bitung (Kecamatan Kalawat, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan 
Kauditan dan Kecamatan Kema); 
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2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Likupang, Tatelu, dan Wori; 
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri dari: Talawaan, Likupang 
Selatan dan Likupang Barat 
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri dari atas: 
a. Desa Lilang Kecamatan Kema; 
b. Desa Lembean Kecamatan Kauditan; 
c. Desa Kuwil Kecamatan Kalawat; 
d. Desa Dimembe Kecamatan Dimembe; 
e. Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi; 
f. Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan; 
g. Desa Wineru, dan Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur; 
h. Desa Kinabuhutan, Desa Talise, Desa GanggaI dan Desa Mubune 
Kecamatan Likupang Barat; 
i. Desa Winetin Kecamatan Talawaan; dan 
j. Desa Buhias, Desa Naindan Desa Budo Kecamatan Wori. 
Tatanan kepelabuhanan meliputi: 
a. Pelabuhan pengumpan regional di Desa Munte 
Kecamatan Likupang Barat; 
  
 
30 | P a g e  
 
b. Pelabuhan lokal di Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Wori, 
Kecamatan Kema, serta di pulau – pulau kecil yaitu Pulau Gangga, 
Pulau Bangka dan Pulau Talise; 
c. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di 
Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang 
Timur dan Kecamatan Kema. 
Alur pelayaran, meliputi: 
a. Alur pelayaran regional yaitu Bitung – Likupang (munte) – Sawang 
(Kabupaten Kepulauan Sitaro) – Pananaru (Kabupaten 
KepulauanSangihe) –Melonguane–Lirung – Mangarang (Kabupaten 
Kepulauan Talaud); 
b. Alur pelayaran lokal terdiri atas: 
1) Likupang Timur meliputi Likupang–Kahuku, Likupang–
Lihunu, Likupang-Libas 
2) Likupang Barat meliputi Likupang Barat–Kinabuhutan, Likupang 
Barat–GanggaI, Likupang Barat–GanggaII, Likupang Barat–
Talise, Tambun, Likupang Barat–Talise Airbanua, Likupang 
Barat– Talise Kampung, Likupang Barat– Talise Bawoniang. 









 Kajian kelayakan, baik berupa pra studi kelayakan maupun studi 
kelayakan, pada prinsipnya bertujuan untuk mengkaji cost dan benefit pada suatu 
kegiatan/ proyek. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar terkait dengan 
penekanan kedalam studi, dimana pra studi kelayakan lebih menekankan nilai 
kepentingan dan kebutuhan suatu kegiatan untuk dibangun. Sedangkan studi 
kelayakan di tekankan pada biaya, (finansial) dan manfaat proyek. Secara umum 




TAHAP PERENCANAAN COST BENEFIT 
PRA FS KEBUTUHAN KEPENTINGAN 
FS BIAYA MANFAAT 
Gambar 3.1 Terminologi Kajian Kelayakan 
 Dalam pelaksanaan sebuah studi/kajian, metodologi studi mutlak 
diperlukan sebagai sebagaiacuan pelaksanaan pekerjaan, sehingga dihasilkan 
produk yang dapat dipertanggung jawabkan. Metodologi merupakan bagian dari 
pendekatan yang dilakukan dalam merencanakan pekerjaan ini yang harus 
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3.2 Pendekatan 
Pendekatan diartikan sebagai suatu titik tolak atau sudut pandang kita 
terhadap proses pembelajaran. Dan metode merupakan penjabaran dari 
pendekatan. Satu pendekatan dapat di jabarkan sebagai metode. Metode adalah 
prosedur pembelajaran yang difokuskan kepencapaian tujuan sedangkan teknik 
dan taktik merupakan penjabaran selanjutnya dari metode. 
3.2.1 Pendekatan Legal Formal 
Berdasarkn KM.31 tahun 2006 tentang pedoman dan perencanaan di 
lingkungan Departemen Perhubungan dalam hal perencanaan teknis 
pengembangan perhubungan (RTPP), maka garis besar kegiatan studi kelayakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Studi suatu kawasan (region) terhadap potensi permintaan (demand) guna 
mengetahuisecara indikatif apakah suatu rencana kegiatan layak untuk 
dikaji dengan studi kelayakan (feasibility study). 
2. Bersifat: ekonomis, berdimensi teknik spasial, menunjuk alternatif lokasi 
dan berorientasi fisik, berskala (terukur), memanfaatkan data sekunder, 
dan output berupa alternatif lokasi. 
3. Sub primer terdiri dari potensi demand, indikasi kelayakan ekonomi, 
alternatif solusi dan solusi optimal. 
3.2.2 Pendekatan Keruangan (Spasial) 
Pendekatan keruangan dalam Pra Studi Kelayakan merupakan suatu cara 
pandang atau kerangka anaisis yang menekankan eksistensi ruangan sebagai 
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penekanannya. Eksistensi ruangan dalam perspektif geografi dapat dipandang dari 
struktur (spasial structure), pola dan proses (Yunus, 1997). 
Dalam penyusunan Pra Studi Kelayakan ini, pendekatan keruangan 
ditekankan pada pendekatan integrasi dan hubunganny dengan struktur tata ruang 
dan wilayah yang mencakup system aktifitas/kegiatan, sistem pergerakan dan 
sistem jaringan. Dengan kata lain sistem infrastruktur transportasi laut haruslah 
terintegrasi dengan rencana-rencana tata ruang yang ada, dengan 
mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan di masa mendatang. 
3.2.3 Pendekatan Ekonomi-Sosiologi 
Transportasi selalu terkait erat dengan masalah ekonomi sekaligus 
bersinggungan dengan sosial kemasyarakatan. Adapun beberapa hal dan 
permasalahan terkait dengan infrastruktur. Transportasi secara umum yang perlu 
dijadikan pertimbangan dalam studi ini di antaranya meliputi munculnya sector-
sektor ekonomi baru disekitar pelabuhan akibat kelancaran aksesibilitas antar 
lokasi, penyerapan lapangan kerja akibat adanya efek bercabang, proses distribusi 
logistik yang relative lancar, serta diikuti dengan pemerataan pembangunan 
dengan ekonomi dan peningkatan kesejahtraan. Hal-hal tersebut tentunya menjadi 
pertimbangan bagian kajian pra kelayakan pembangunan pelabuhan laut. 
3.2.4 Pendekatan Ekologis 
Adalah suatu metode analisi yang menekankan pada hubungan antar 
manusia dan lingkungan sehingga manusia dan berbagai kegiatannya menjadi 
fokus analisis dalam keterkaitanny dengan lingkungan abiotik, biotik sosial 
ekonomi dan kultur. 
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Pembangunan infrastruktur disisi lain akan mendorongpembangunan 
sosial dan ekonomi, namun di sisi lain menyisakan permasalahan kelestarian 
lingkungan hidup. Pendekatan ekologis yang mengkaji potensi yang ditimbulkan 
terhadap lingkungan hidup serta upaya pengelolaan dan pemantauan secara 
berkelanjutan. 
3.3 Tahapan Kegiatan 
Agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang 
direncanakan, maka perlu disusun alur berfikir secara terstruktur dan sistematis 
sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tahapan kegiatan dalam kegiatan pra 
studi kelayakan pembangunan pelabuhan di Minahasa Utara ini di tunjukkan oleh 


















SURVEY TAHAP I (DATA SEKUNDER) 
 RTRW, Provinsi/Kabupaten 
 Data BPS, BMKG, Dishidros, dll 
KOMPILASI LOKASI PELABUHAN 
(long list lokasi) 
ANALISIS: 
 Analisis kebijakan 
 Analisis ekonomi wilayah 
 Analisis kependudukan 
 Analisis teknis lokasi 
 Jarak antar pelabuhan (radius) 
 Rencana pola ruang (lindung) 
PENETAPAN RENCANA LOKASI PELABUHAN 
















Gambar 3.2 Diagram Alir Pelaksanaan Pra Studi Kelayakan (Pra Feasibility 
Study) 
3.4 Tahapan Pelaksanaan 
3.4.1 Tahapan Survey I (Data Sekunder) 
Dalam rangka penyusunan laporan pendahuluan, dilakunkan survey 
pendahuluan terhadap beberapa instansi terkait guna mengumpulkan beberapa 
data sekunder dalam rangka mengidentifikasi lokasi rencana kawasan pelabuhan 
diantaranya sebagai berikut: 
a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional-RIPN 
b. RTRW Provinsi/Kabupaten 
c. Identifikasi Kawasan Lindung-Kementrian Kehutanan 
d. Kecamatan/kabupaten dalam rangka (profil Daerah)-BPS 
e. Peta Dishidros-TNI AL 
f. Sata angin dan curah hujan – BMKG 
g. Data Daerah Rawan Bencana – BNPB 
PENILAIAN DAN BEMBOBOTAN 
Scoring 
KAJIAN KELAYAKAN 
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h. Data Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Tertular – KEMEN PDT, dll 
3.4.2 Kompilasi Lokasi Pelabuhan (Long List Lokasi) 
Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan penyusunan 
hasil inventarisasi data data sekunder tersebut sehingga didapatkan long list lokasi 
pelabuhan calon lokasi studi. Proses inventarisasi tersebut meliputi, 
a. Identifikasi awal sebaran lokasi studi dan hirarkinya, yakni pendataan 
lokasi-lokasi pelabuhan yang sumber lain dipercaya keabsahannya 
b. Tinjauan kebijakan wilayah studi, yakni berbagai dokumen kebijakan 
yang memiliki korelasi kabupaten, tatralok, kebijakan nasional 
(Sislognas, Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Derah, Daerah 
Tertular, Daerah Rawan Bencana) 
c. Identifikasi karakteristik wilayah studi, meliputi letak dan administrasi, 
jaringan transportasi, pola pergerakan, demografi, daerah hinterland, 
perekonomian, potensi wilayah, lingkungan, rawan bencana, topografi 
dan kelerengan, kedalaman perairan dan hidro-oceanografi dsb 
d. Hasil kuisioner terhadap instansi, terkait implikasi pembangunan 
lokasi pelabuhan baru 
3.4.3 Penetapan Rencana Lokasi Pelabuhan (Short List Lokasi) 
Selain itu, pada tahapan laporan pendahuluan juga dilakukan penentuan 
secara awal potensi kawasan yang dapat dievaluasi lebih lanjut ditinjau dari 
pendekatan jarak antar pelabuhan, kondisi kinerja operasional pelabuhan 
eksisting, dan kesesuaian dengan kawasan lindung sesuai dalam ketentuan KP.414 
tahun 2013 tentang penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) 
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Penjelasan terhadap karakteristik posisi pelabuhan merupakan tahapan 
analisa deskriptif jarak antar pelabuhan secara ideal dengan model zonasi/radius 
skala pelayanan dengan kriteria sesuai dengan zonasi/radius sebagai berikut: 
1) Cakupan pelayanan pelabuhan utama sebesar 200 mil laut artinya tidak 
diperkenankan pembangunan pelabuhan utama lainnya pada zona 200 
mil laut pada pelabuhan utama sampel tersebut 
2) Cakupan pelayanan pelabuhan pengumpul sebesar 50 mil laut artinya 
tidak diperkenankan pembangunan pelabuhan pengumpul lainnya pada 
zona 50 mil laut pada pelabuhan pengumpul sampel tersebut 
3) Cakupan pelayanan pelabuhan pengumpan regional sebesar 20-50 mil 
laut artinya tidak diperkenankan pembangunan pelabuhan pengumpan 
regional lainnya pada zona 20-50 mil laut pada pelabuhan pengumpan 
regional sampel tersebut 
4) Cakupan pelayanan pelabuhan pengumpan lokal sebesar 5-20 mil laut 
artinya tidak diperkenankan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal 
lainnya pada zona 5-20 mil laut pada pelabuhan pengumpan lokal 
sampel tersebut 
Dioverlaykan sesuai dengan hirearki pelabuhan masing-masing. Sehingga 
melalui analisa overlay tersebut dapat tergambar kebutuhan suatu pelabuhan pada 
setiap wilayah dengan tetap memperhatikan jarak antar pelabuhan dan tidak 
menyinggung hinterland pada masing-masing lokasi pelabuhan baik yang 
eksisting maupun yang rencana. 
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Pada kompilasi data (long list) lokasi pelabuhan di Minahasa Utara, 
apabila ditemukan lokasi rencana pelabuhan yang beririsan dengan radius 
pelabuhan selevelnya (pelabuhan dengan hierarki yang sama) maka: 
1) Tidak dapat dilanjutkan sebagai alternatif lokasi pembahasan pra FS 
apabila pelabuhan tersebut terdapat dalam satu garis pantai dengan 
didukung aksebilitas yang baik 
2) Dapat dilanjutkan sebagai alternatif lokasi meskipun terdapat dalam 
satu garis pantai/pulau namun tidak didukung kondisi aksebilitas yang 
baik atau kondisi topografi wilayah yang tidak mendukung 
(pegunungan / curam) 
3) Dapat dilanjutkan apabila lokasi tersebut terdapat dalam pulau yang 
berbeda setelah melalui proses eleminasi data dengan menggunakan 
kaidah di atas, didapatkan data rencana lokasi pelabuhan yang 
kemudian digunakan sebagai lokasi studi dalam penyusunan pra FS 
kelayakan pebangunan pelabuhan laut di Minahasa Utara. 
3.4.4 Survey Tahap II (Data Primer dan Sekunder) 
Pada tahapan ini dilakukan survei kunjungan ke semua lokasi potensial 
guna mengidentifikasi site fisik kawasan rencana pelabuhan sesuai hasil 
penyusunan laporan pendahuluan berupa pengamatan aksebilitas jalan menuju 
lokasi kawasan pelabuhan, pengamatan kondisi perairan dan daratan kawasan 
rencana pelabuhan dengan dokumentasi foto dan video. 
3.4.5 Tahapan Analisis 
Selanjutnya dilakukan tahapan analisa sebagai berikut: 
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1) Analisis aspek rencana tata ruang dan kebijakan pada masing-masing 
lokasi studi, meliputi sub aspek rencana struktur ruang, rencana pola 
ruang dan rencana kawasan strategis. 
2) Analisa aspek ekonomi pada masing-masing lokasi studi, meliputi sub 
aspek deliniasi dan potensi hinterland serta pertumbuhan wilayah. 
3) Analisis sosial kependudukan pada masing-masing lokasi studi, 
meliputi, kependudukan. 
4) Analisis aspek fisik teknis pada masing-masing lokasi studi, meliputi 
sub aspek topografi, bathymetri, hidro-oceanografi dan klimatologi. 
3.4.6 Penilaian dan Pembobotan 
Pada tahapan ini dilakukan penyusunan penilaian kesesuaian dan prioritas 
kawasan melalui pembobotan rencana kawasan pembangunan pelabuhan pada 
beberapa lokasi berdasarkan aspek-aspek penilaian yang telah dianalisa. 
3.4.7 Kajian Kelayakan 
Penyusunan kesimpulan, rekomendasi dan executive summary pada setiap 
kawasan yang berpotensi untuk pembangunan pelabuhan baru tersebut. 
3.5 Metode Pengumpulan Data 
3.5.1 Kebutuhan Data 
Pada tahapan inventarisasi data akan dikumpulkan macam dan jenis data 
yang diperlukan untuk analisis. Data yang diinventarisasi mencakup data primer 
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Tabel 3.1 Inventarisasi Data Pra FS Pembangunan Pelabuhan Laut 
No. Kelompok Data Jenis Data Sumber Data Periode 
1 
Peraturan perundangan dan 
kebijakan pemerintah 
UU,PP,Permen, Kepmen Pemerintah Pusat Terkini 
RIPN Kementrian Perhubungan  
Sitranas   
Sislognas   
2 Perda dan kebijakan daerah 
RTRW Provinsi/Kabupaten Pemerintah Daerah Terkini 
Tatrawil/Tatralok Bappeda/PU  
Perda terkait Dinas Perhubungan  
3 Data ekonomi wilayah 
DPRB Provinsi/Kabupaten BPS, Balitbang Series 5th 
Potensi sector primer (pertanian, perkebunan, 
peternakan, perikanan) Interview/kuisioner Terkini 
Potensi komoditas sector sekunder (industri, 
perdagangan, jasa)   
4 Data demografi/kependudukan 
Jumlah penduduk BPS  
Mata pencarian Dinas Dukapil  
5 Data teknis lokasi 
Topografi  BIG/Bakosurtanal Terkini 
Bathymetri Dishidros/BMKG Terkini 
Hydro-Oceanografi Dishidros/BMKG Series 
Klimatologi BMKG Series 
6 
Gambaran kondisi wilayah 
perencanaan 
Dinamika aktifitas masyarakat Interview/kuisoner Terkini 
Kebutuhan wilayah perencanaan   
Status lahan rencana lokasi   
 
3.5.2 Survei Primer 
Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk 
keperluan penelitian. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk dapat 
dipergunakan. Pengumpulan data dan informasi dalam studi ini dilakukan dengan 
dua metode, yaitu studi pustaka dan survey primer (Nazir, 211; 1999). 
Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan secara langsung 
dilapangan. Survey primer ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi lapangan, 
wawancara dan kuisioner. Pada tahap ini dilakukan survey (peninjauan) pada 
lokasi rencana pelabuhan yang tertera pada RIPN, RTRW, Tatralok Kabupaten, 
guna mengetahui potensi pelabuhan baru dilapangan. Adapun kegiatan 
pengenalan lokasi yang akan di lakukan meliputi: 
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1) Survey kondisi fisik lingkungan di sekitar lokasi rencana pelabuhan. 
2) Survey kondisi aksebilitas di sekitar lokasi rencana pelabuhan. 
3) Survey kondisi status lahan di sekitar lokasi rencana pelabuhan. 
4) Survey kondisi masyarakat di sekitar lokasi rencana pelabuhan. 
3.6 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan pada penyusunan Pra Studi Kelayakan. 
Pembangunan pelabuhan di Minahasa Utara ini pada dasarnya merupakan bagian 
dari tahapan studi, dikana menekankan pada instrumen analisis yang digunakan 
dalam penyusunan kajian ini. Adapun metode analisis ini akan dimasukkan dalam 
bentuk kerangka yang memuat sumber data, jenis data, input data yang digunakan 
sebagai masukan dalam proses analisis yang hingga menghasilkan output dari tiap 
proses analisis. 
3.6.1 Identifikasi Karakteristik Peranan dan Aspek Kelayakan Pelabuhan 
Dalam kerangka pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan khususnya dalam 
penentuan metodologi penilaian, maka perlu diperhatikan dominasi peran 
pelabuhan pada potensi lokasi apakah berorientasi pada sisi ekonomi atau sosial-
politik karena tahapan pembobotan pada kedua jenis lokasi tersebut berbeda. 
Adapun secara filosofi perbedaan kedua fungsi pelabuhan tersebut adalah: 
1) Untuk mendorong pembangunan ekonomi: 
Peran pelabuhan untuk mendorong bidang ekonomi lebih berorientasi pada 
pertumbuhan Ekonomi Wilayah Belakang, volume perdagangan, 
dukungan aksebilitas, Pendapatan Per-Kapita. 
2) Untuk mendorong pembangunan pada bidang Sosial Politis 
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Peran pelabuhan untuk mendorong bidang Sosial Politis menekankan pada 
dua hal yaitu: 
a. Fungsi keperintisan, yakni pembangunan pelabuhan direncanakan 
untuk membuka daerah isolasi, membangkitkan dan meningkatkan 
perdagangan antar daerah, meningkatkan mobilitas penduduk, 
mengurangi kesenjangan, meningkatkan pelayanan sosial dan 
mewujudkan stabilitas regional. 
b. Fungsi kemiliteran, yakni pembangunan pelabuhan direncanakan 
untuk meningkatkan sistem keamanan dan ketahanan nasional. 
Pada bagian ini juga dilakukan identifikasi karakteristik wilayah 
perencanaan dan permasalahannya berdasarkan aspek terkait sebagai dasar 
penentuan kelayakan pembangunan pelabuhan yang meliputi: 
1. Aspek Kebijakan dan Tata Ruang 
Analisis kebijakan merupakan instrumenyang bersifat instruktif evaluatif yang 
merupakan kebijakan daerah dapat digunakan sebagai pendukung 
suatupembangunan, maupun sebagai alat evaluasi, maupun sebagai alat evaluasi 
apakah suatu infrastruktur sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam hal ini 
analisis kebijakan yaitu evaluasi keterkaitan antar dokumen-dokumen 
perencanaan terkait, baik berskala nasional (RIPN) maupun berskala daerah 
(provinsi/kabupaten) dengan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan di 
Minahasa Utara, yaitu mengenai tata ruang dan transportasi, khususnya 
transportasi laut. Dari analisis ini akan dapat diperoleh gambaran bagaimana arah 
kebijakan pengembangan transportasi laut. Analisa kebijakan tata ruang terdiri 
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dari analisa pola ruang, analisa struktur ruang dan kawasan strategis. Kebijakan 
ini digunakan dalam analisis meliputi: 
a. Kebijakan Rencana Induk Pelabuhan Nasional 
b. Arahan kebijakan RTRW Provinsi Sulawesi Utara, RTRW Minahasa 
Utara 
c. Peraturan terkait 
d. Studi/kajian terkait 
Sedangkan terkait dengan rencana tata ruang, difokuskan untuk: 
a. Analisis pola ruang 
Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi distribusi peruntukan ruang 
dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung 
dan fungsi budaya. 
b. Analisis struktur ruang 
Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi susunan pusat permukiman 
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki 
memiliki hubungan fungsional. 
c. Analisis kawasan strategis 
Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi bagian wilayah kabupaten 
yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena memiliki pengaruh sangat 
penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya dan 
lingkungan. 
2. Aspek ekonomi wilayah 
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Pengembangan wilayah atau kawasan adalah berupa upaya untuk mengenali 
potensi dan sektor yang apat dipacu, serta permasalahan ekonomi, khususnya 
untuk terkait penilaian kemungkinan aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan 
pada wilayah atau kawasan tersebut. 
Terkait dengan usaha peningkatan penataan wilayah dari sudut ekonomi, hal 
yang mendasar yang perlu dikenali bagi terjadinya efesiensi tindakan, adalah: 
a. Potensi lokal 
b. Potensi sumber daya alam 
c. Potensi sumber daya manusia 
d. Potensi sumber daya buatan 
Dengan usaha yang minimum akan diperoleh hasil yang optimum, yang 
kesemuanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran 
bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana. 
Dalam melakukan analisis aspek ekonomi ini, maka akan meliputi hal-hal: 
a. Indentifikasi potensi sumber daya: 
1) Aspek ekonomi 
a) Gambaran hierarki kota di wilayah perencanaan 
b) Potensi lokasi kawasan 
c) Gambaran posisi wilayah perencanaan 
d) Lokasi SDA yang belum dimanfaatkan secara optimal 
2) Aspek sumber daya alam 
a) Gambaran keberadaan SDA terkait dengan kehidupan masyarakat 
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b) Hasil SDA yang memiliki sumbangan besar terhadap pendapatan 
ekonomi kawasan 
3) Aspek sumber daya buatan 
a) Gambaran kondisi pelayanan, kuantitas prasarana dan sarana wilayah 
b) Gambaran kondisi pelayanan, kuantitas prasarana ekonomi dalam 
wilayah 
4) Aspek sumber daya manusia 
a) Struktur lapangan pekerjaan 
b) Gambaran peningkatan pendapatan rumah tangga 
c) Gambaran kualitas SDM 
b. Kondisi perekonomian wilayah/kawasan 
1) Struktur ekonomi dan pergeserannya 
2) Sektor basis 
3) Komoditi sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan 
berpotensi ekspor 
4) Sektor potensial 
5) Sektor unggulan 
Terkait dengan kondisi perekonomian ini, pada dasarnya untuk mengetahui 
tingkat PDRB, mengidentifikasi struktur ekonomi dan pergeserannya, 
mengetahui sektor yang memiliki keunggulan komparitif. 
c. Kebijakan pemerintah 
Jika dari unsur di atas memungkinkan adanya peluang investasi, maka 
dilakukan investasi infrastruktur, yang pada akhirnya menimbulkan 
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peningkatan nilai output komoditas unggulan. Dalam hal ini kebijakan 
pemerintah mempunyai oeranan dan pengaruh terhadap pengembangan 
unggulan di wilayah atau kawasan. 
Secara lebih jelasnya, pada tahapan analisis ekonomi ini akan dilakukan 
identifikasi kondisi dan potensi wilayah belakang yang akan dilayani oleh 
pelabuhan rencana serta mengidentifikasi peluang pengangkutan komoditas 
potensial pelabuhan rencana. 
3. Aspek sosial kependudukan 
Analisis sosial kependudukan pada prinsipnya menguraikan tentang beberapa 
aspek demografi yang berpengaruh terhadap wilayah studi, meliputi analisis 
jumlah dan kepadatan penduduk, ketenagakerjaan yang meliputi angkatan kerja 
dan mata pencarian serta terkait nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 
wilayah studi. 
a. Analisa jumlah dan pertumbuhan penduduk, yaitu analisa mengenai 
perkiraan jumlah penduduk dimasa mendatang berdasarkan tingkat 
pertumbuhan di kawasan perencanaan yang meliputi pertumbuhan 
penduduk alami dan pertumbuhan migrasi. Analisa ini diperlukan untuk 
menganalisa kebutuhan fasilitas, utilitas dan kebutuhan ruang di kawasan 
perencanaan sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk yang ada. 
b. Analisa kepadatan penduduk, yaitu analisa mengenai tingkat kepadatan 
penduduk di kawasan perencanaan yang mencakup kepadatan kotor dan 
bersih. Analisa ini diperlukan untuk mengetahui daya tamping kawasan 
perencanaan sesuai dengan tingkat pertumbuhannya, serta menjadi salah 
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satu pertimbangan dalam pengembangan kegiatan baru di kawasan 
perencanaan. Suatu jenis kegiatan dapat merangsang pertumbuhan 
kawasan dan menjadi daya Tarik bertambahnya jumlah penduduk, 
sehingga ada kawasan yang mempunyai tingkatan kepadatan dan 
bangunan yang relatif tinggi. Analisa kepadatan penduduk ini mencakup: 
1) Kepadatan kependudukan kotor yaitu perbandingan jumlah penduduk 
dengan luas wilayah. 
2) Kepadatan penduduk bersih yakni perbandingan jumlah penduduk 
dengan luas kawasan pemukiman. 
c. Analisa ketenagakerjaan yaitu analisis mengenai komposisi angkatan kerja 
pada wilayah studi meliputi usia produktif dan non produktif. Dimana 
semakin tinggi angkatan kerja maka semakin tinggi aktifitas. Hal ini 
tercermin dari pengelompokan mata pencarian masyarakat. 
4. Aspek kelayakan teknis lokasi 
Identifikasi wilayah rencana pelabuhan terhadap kondisi topografi di daratan 
dan perairan, hidro-oceanografi dan klimatologi yang memiliki potensi terhadap 
rencana pembangunan pelabuhan. 
3.6.2 Pembobotan Aspek Kelayakan 
Pembobotan aspek kelayakan digunakan untuk memberikan unsur realitas 
dalam perhitungan demi tercapainya tujuan tertentu, yaitu kelayakan 
pembangunan pelabuhan laut di wilayah perencanaan. Pemberian bobot aspek 
kelayakan diberikan secara proporsional antar ketetapan pemberian bobot secara 
nasional dan pemberian bobot secara lokal sesuai karakteristik wilayah dan 
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kearifan setempat. Adapun proporsi pembobotan yaitu 60% yang ditetapkan 
secara nasional dan 40% yang merupakan lokal konten. Pemberian bobot secara 
lokal dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik interview, kuisoner dan pendapat 
para ahli dalam metode AHP 
Tabel 3.2 Bobot Aspek Kelayakan yang ditetapkan Secara Nasional 
No Aspek Bobot Sub Aspek Sub bobot 
1 





















23% Jumlah Penduduk 23% 











Total Bobot 100% Total Sub Bab 100% 
 
Tabel 3.3 Indikator Penilaian Aspek Kelayakan 











Pelabuhan menjadi bagian dari Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi 
pada RIPN, RTRW Provinsi/Tatrawil, RTRW Kabupaten, dan Tatralok 
10 10 
Pelabuhan menjadi bagian dari Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi 
pada RIPN, RTRW Provinsi/Tatrawil, RTRW Kabupaten, atau Tatralok saja 
(hanya salah satu) 
5 5 
Pelabuhan tidak disebutkan dalam Rencana Sistem Jaringan Prasarana 




Berada dekat dengan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (Tol Laut, 
KEK, Sislognas, Kawasan Perbatasan, Terluar, dan Terdepan Kawasan 
Penanganan Musibah Bencana, dsb) dan Kawasan Strategis Provinsi dan 
Kawasan Strategis Kabupaten 
10 10 
Berada dekat dengan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (Tol Laut, 
KEK, Sislognas, Kawasan Perbatasan, Terluar, dan Terdepan Kawasan 
Penanganan Musibah Bencana, dsb) 
8 8 
Berada dekat dengan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Provinsi 
(Agropolitan, Pariwisata, Kota Terpadu-Mandiri,dsb) 
6 6 
Berada dekat dengan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kabupaten 
(Agropolitan, Pariwisata, Kota Terpadu-Mandiri,dsb) 
4 4 
Tidak berada pada Rencana Pengembangan Kawasan Strategis 1 1 





Kawasan hinterland memiliki potensi komoditas yang rendah 1 1 
Kawasan hinterland memiliki potensi komoditas yang sedang 5 5 
Kawasan hinterland memiliki potensi komoditas yang tinggi 10 10 
Pertumbuhan 
Wilayah 
Lokasi berada pada kawasan pertumbuhan rendah 1 1 
Lokasi berada pada kawasan pertumbuhan sedang 5 5 
Lokasi berada pada kawasan pertumbuhan tinggi 10 10 
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Kawasan hinterland memiliki jumlah penduduk pada kelas interval 
menengah 
5 5 




3.7 Gambaran Umum Karakteristik Wilayah Kabupaten / Kota di 
Minahasa utara 
Gambaran umum wilayah studi dimaksudkan untuk memaparkan kondisi 
dan potensi yang dimiliki oleh Minahasa Utara. Dengan adanya gambaran potensi 
ini, maka dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dikembangkan dalam 
kaitannya dengan pengembangan pelabuhan di lokasi ini. 
3.7.1 Geografi dan Administrasi 
Kabupaten Minahasa Utara merupakan bagian integral dari Sulawesi Utara 
dengan ibukota Airmadidi dan berjarak sekitar 35 km dari ibukota Provinsi 
Sulawesi Utara. Minahasa Utara dibentuk pada tahun 2004 yang merupakan hasil 
pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara 
adalah sebesar 1.059,24 km² yang terbagi menjadi 10 kecamatan. Secara geografis 
Kabupaten Minahasa Utara terletakpada 1°18’30” - 1°53’00” LU dan 124°44’00” 
- 125°11’00” BT dengan batas-batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara : Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Kabupaten Kepulauan 
Sitaro 
Sebelah Timur : Laut Maluku dan Kota Bitung 
Sebelah Barat : Laut Sulawesi dan Kota Manado 
Sebelah Selatan : Kabupaten Minahasa 
Jumlah Pulau 46 dengan 5 pulau berpenghuni (14 desa). 
Adapun peta administrasi Minahasa Utara dapat dilihat pada pada gambar 3.3 
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Gambar 3.3Peta Administrasi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi 
Utara 
3.7.2 Luas Wilayah 
Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran dari 
Kabupaten Minahasa, terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2003 
dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004, dengan Airmadidi sebagai ibukota 
kabupaten. Luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara adalah sekitar 1.059.244 km2 
(luas daratan) dan 1.261 km2 (luas lautan) dengan garis pantai sepanjang 292,20 
km, memiliki pulau sebanyak 46 buah dan 1 pulau terluar yaitu Pulau Mantehage.  
Tabel 3.4 Luas Wilayah Masing-masing Kabupaten Minahasa Utara 
  Luas WilayahJumlah 



































































 Jumlah 10592,441186 
Sumber : Podes  BPS Kab. Minahasa Utara 
Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling luas adalah 
Kecamatan Likupang Timur yang mencapai 290,841 km². Sedangkan Kecamatan 
yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Likupang Selatan dengan luas 







Gambar 3.4 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa 
Utara 
3.7.3 Profil Demografi 
Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten MInahasa Utara terus 
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari tahun 2011 penduduk di Kabupaten 
Minahasa Utara mencapai 191.036 jiwa. HIngga tahun 2014 penduduk di 
Kabupaten Minahasa Utara mencapai 196.419 jiwa dengan jumlah laki-laki 
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mencapai 99.814 jiwa dan perempuan mencapai 96.605 jiwa. Kepadatan 
penduduk tahun 2014 adalah 185,43 jiwa/km². 
Untuk jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2014 mencapai 80.113 
jiwa dan jumlah penduduk yang menggangur mencapai 6.359 jiwa 
Tabel 3.5Jumlah Penduduk di Kabupaten Minahasa Utara 2011-2014 






1 2011 191.036 47.919 3,98 
2 2012 193.906 49.633 3,91 
3 2013 196.842 50.74 3,88 
4 2014 196.419 51.144 3,84 
Sumber:  BPS Minahasa Utara,2015 
 
Gambar 3.5Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Minahasa Utara 
3.7.4 Perekonomian 
PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014 
mencapai 8.252,76 miliyar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 
mencapai 6.790,12 miliyar rupiah. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi meningkat 
dibandingkan tahun 2013 menjadi 7,45 persen. Jika dilihat menurut sektor, maka 
  
 
53 | P a g e  
 
sektor konstruksi dan pengadaan listrik dan gas tumbuh paling tinggi di atas 10 
persen. 
Tabel 3.6 PDRB atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Minahasa Utara 
No Lapangan Usaha PDRB Tahun 2014 PDRB Tahun 2013 
1 Pertanian,Kehutanan, dan 
Perikanan 
2.517.071 2.159.624,8 
2 Pertambangan dan Penggalian 824.795,2 745.483,8 
3 Industri pengolahan 1.030.157,5 933.780,4 
4 Pengadaan listrik dan gas 6.714,8 6.347,5 
5 Pengadaan air, pengelolaan 
sampah dan limbah daur 
6.583,7 5.994,7 
6 Konstruksi 1.067.552,4 924.288,8 
7 Perdagangan Besar dan Eceran 772.610,2 670.798,3 
8 Transportasi dan Pergudangan 386.437,7 311.570,3 
9 Penyediaan Akomodasi dan 
Makan minum 
81.369,6 70.371,9 
10 Informasi dan Komunikasi 143.080,7 127.582,3 
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 63.413,3 57.519,8 
12 Real Estate 444.431,5 382.463,9 
13 Jasa Perusahaan 1.327,3 1.130,2 
14 Administrasi Pemerintahan dan 
Jaminan sosial wajib 
397.030,6 333.389,5 
15 Jasa Pendidikan 258.876,9 221.394,7 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 
203.781,5 187.708,4 
17 Jasa Lainnya 47.521,7 44.109,3 
Jumlah 8.252.755,9 7.183.558,4 
Sumber:  BPS Minahasa Utara, 2015 
Tabel 3.7 PDRB Kabupaten MInahasa Utara 2011-2015 
  PDRB per kapita(Rp) 




5,735,221,340.00 6,408,039,560.00 7,183,558,410.00 8,252,755,900.00 9,534,005,000.00 
Sumber:  Minahasa Utara dalam Angka, 2015 
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Gambar 3.6Grafik PDRB atas dasar harga Berlaku 
3.7.5 Kondisi Sarana dan Prasarana 
A. Sarana Pendidikan 
Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan di 
Kabupaten Minahasa Utara. Indikator yang digunakan untuk mengetahui 
bagaimana kondisi pendidikan di kabupaten ini adalah Rata-rata harapan lamanya 
sekolah dan rata-rata lamanya sekolah. Tahun 2015, sudah ada sebanyak 190 unit 
SD/sederajat dengan guru sebanyak 1.592 orang dan jumlah murid mencapai 
21.740 orang. Sementara untuk SMP/sederajat ada 73 unit sekolah dengan 1.242 
guru dan 9.590 murid. Sedangkan untuk SMA/sederajat terdapat 31 unit sekolah 
dengan 260 guru dan 3.202 murid. 
B. Sarana Kesehatan 
Prasarana kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas 








PDRB Tahun 2014 PDRB Tahun 2013
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kesehatan yang memadai hanya ada di pusat ibukota kabupaten saja sedangkan 
kecamatan lain belum tersedia secara memadai.  
Tabel 3.8 Sarana Kesehatan di Kabupaten Minahasa Utara 
Fasilitas Kesehatan 2013 2014 2015 
Rumah Sakit 3 3 3 
Puskesmas 10 11 11 
Puskesmas Pembantu 28 27 27 
Puskesmas Keliling Darat 0 15 14 
Klinik 2 2 1 
Praktek Dokter 33 49 49 
Posyandu 154 155 160 
Apotek 3 3 5 
Poskesdes 45 46 49 
Toko Obat 8 8 8 
Sumber: Minahasa Utara dalam Angka  
Statistik kesehatan Minahasa Utara menujukkan pada tahun 2015 terdapat 3 
rumah sakit yang sudah beroperasi di Minahasa Utara. Selain rumah sakit, ada 11 
unit puskesmas, 27 unit puskesmas pembantu. 
3.7.6 Potensi Wilayah 
A. Potensi pertambangan 
Potensi pertambangan di Minahasa Utara meliputi mineral logam dan non 
logam (mineral dan energi). Emas dan perak merupakan mineral logam yang 
sangat berpotensi dan telah dilakukan eksploitasi beberapa kecamatan di 
Minahasa Utara, yaitu Kecamatan Likupang Timur, Dimembe, dan Talawaan. 
Selain emas dan perak, mineral logam lain yang memiliki potensi di Minahasa 
Utara adalah bijih besi (Kecamatan Likupang Timur), pasir besi (Kecamatan Wori 
dan Kema), dan mangan (Kecamatan Likupang Barat). Sedangkan mineral non 
logam yang berpotensi di Minahasa Utara meliputi batu andesit, lapis, sirtu, 
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kerikil, pasir, dan teras. Hampir semua kecamatan di Minahasa Utara berpotensi 
di sektor pertambangan 
Tabel 3.9 Potensi Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara 
Logam Kecamatan Berpotensi 
Emas (Au) Likupang Timur dan Dimembe 
Perak (Ag) Likupang Timur dan Dimembe 
Bijih Besi (Fe) Likupang Timur  
Pasir Besi 
Beriritan 
Kema dan Wori 
Mangan (Mn) Likupang Barat 
Non Logam   
Batu Andesit Airmadidi, Kalawat, dan Kauditan 
Batu Lapis Kema  
Sirtu Airmadidi dan Kalawat 
Kerikil Airmadidi, Kalawat, dan Kema 
Pasir  Dimembe, Airmadidi, dan 
Kalawat 
Teras Airmadidi 
Air Terjun Talawaan 
Panas Bumi Kalawat dan Likupang Timur 
Sumber: Minahasa Utara dalam Angka 2015 
B. Potensi Pertanian dan Perkebunan 
Tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Minahasa Utara adalah 
tanaman kelapa. Tanaman ini mencakup luas 46.448 Ha dengan produksi sebesar 
45.744,40 ton/tahun tingkat produktifitas mencapai 3.812 ton/ha dan menjadi 
mata pencarian pokok sebagian besar penduduk. Terbukanya industri kecil dan 
menengah berupa pengolahan produk turunan dari kelapa yang sampai saat ini 
diproduksi di daerah ini dan mempunyai prospek pasar nasional dan internasional 
yang potensial seperti Virgin Coconut Oil (minyak kelapa murni) dan produk-
produk lainnya. Tanaman pangan meliputi padi, palawija dan sayuran untuk 
memenuhi kebutuhan lokal. Produksi pada tahun 2015 sebagai berikut: 
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Tabel 3.10 Komoditi Pertanian dan Perkebunan di Minahasa Utara 













Likupang Barat  
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Likupang Barat 




























9 Holtikultura 5.503 5.837 Kema, Kauditan, 
  
 



















Sumber: Minahasa Utara dalam Angka, 2015 
C. Kehutanan 
Kabupaten Minahasa Utara memiliki beberapa Kawasan Hutan yaitu: 
Hutan Bakau, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Terbatas. Jenis kayu komersial 
yang dapat dikembangkan di kawasan hutan produksi yang menjadi prioritas 
adalah Diospiros sp, Meranti, Agarhis, Nyatoh, Palapi, Matoa dll. 
Tabel 3.11 Kawasan Hutan di Minahasa Utara 






Ha % Ha % 
1 HB Likupang 3.214,55 1.731,77 53,87 1.482,78 46,13 
2 HB Pulau Bangka I 239,36 38,78 13,22 254,58 86,78 
3 HB Pulau Bangka II 172,10 63,75 37,04 108,35 62,96 
4 HB Tj. Kelapa 195,41 74,99 38,38 120,42 61,62 
 Jumlah HB 3.875,42 1.909,29 49,27 1.966,13 50,73 
5 HL Gn. Klabat 4.800,49 2.740,11 57,08 2.060,78 42,92 
6 HL Gn. Lembean 1.512,85 776,70 51,34 736,15 48,66 
7 HL Gn. Saoan II 506,61 0 0 506,61 100,00 
8 HL Gn. Tumpa 50,79 0 0 50,79 100,00 
9 HL Gn. Wiau 4.573,83 434,35 9,50 4.139,48 90,50 
10 HL Gn. Saoan I 734,47 0 0 734,47 100,00 
11 HL Tj Pulisan 438,91 0 0 438,91 100,00 
 Jumlah HL 12.618,35 3.951,16 31,32 8.667,19 66,68 
12 HPT Gn. Saoan 4.734,95 584,20 12,34 4.150,75 87,66 
13 HPT Gn Wiau 3.336,27 0 0 3.336,27 100,00 
14 HPT P. Bangka 1.506,64 0,07 0 1.506,57 100,00 
15 HPT P. Talise 106,76 84,49 79,14 22,27 20,86 
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Ha % Ha % 
 Jumlah HPT 9.684,62 668,76 6,90 9.015,86 93,10 
16 TNL Bunaken 2.470,95 1.381,20 55,90 1.089,75 44,10 
 Jumlah 
KawasanKonservasi 
2.470,95 1.381,20 55,90 1.089,75 44,10 
  Sumber: Minahasa Utara dalam Angka, 2015 
Ket: HB : Hutan Bakau, HL : Hutan Lindung, HPT : Hutan Produksi Terbatas, 
TNL : Taman Nasional Laut 
D. Peternakan 
Jenis ternak utama yang dibudidayakan adalah sapi, babi, kambing, ayam 
ras, ayam kampung, dan itik. Tujuan pemeliharaan selain untuk memenuhi 
kebutuhan daging juga untuk membantu petani dalam pertanian dan sebagai alat 
angkutan. Peluang investasi usaha penggemukan (fattening) yang dipasarkan antar 
pulau terutama Tarakan dan Balikpapan. Mulai dikembangkan olahraga pacuan 
sapi yang telah masuk even tetap di Kabupaten Minahasa Utara. Ternak babi dan 
ternak unggas berupa ayam kampung umumnya dipelihara untuk kebutuhan lokas 
sedangkan prospek pasar antar pulau adalah daging ayam dan telur. Terdapat dua 
perusahaan penetasan ayam daging untuk memenuhi pasar Sulawesi Utara yakni 
PT Unggul Mulya di Desa Pinilih Kecamatan Dimembe dan PT Prospek di 
Kelurahan Sukur Airmadidi.  




2011 2012 2013 2014 2015 
Sapi 14,787 14,976 15,005 15,148  15,341 
Kambing 3,002 3,322 3,413 3,508 3,542 
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Babi 20,463 20,743 20,984 21,180  21,527 
Anjing 27,221 28,443 29,442 30,446  29,352 
Kuda 184 196 254 272 242 
Ayam 1,390,910 1,467,890 1,510,450 1,580,903 1,665,695 
 
E. Perikanan dan Kelautan 
Perikanan tangkap di Kabupaten Minahasa Utara dengan produksi rata-
rata 17.544 ton per tahun dengan jenis ikan yang dominan adalah ikan cakalang, 
ikan tuna dan ikan tongkol. Masih terbuka peluang potensi pengembangan 
agribisnis perikanan tangkap di perairan Wori, Likupang dan Kema. Untuk 
budidaya telah dikembangkan kerang mutiara seluas 5.000 Ha, rumput laut 10.141 
Ha dengan produksi 99,20 ton/tahun, udang 2,8 Ha dan budidaya air tawar telah 
dikembangkan sebesar + 4.017 Ha untuk ikan nila dengan produksi 700 ton dan 
komoditi penunjang (ikan mas) dengan produksi 300 ton, sedangkan potensi 
budidaya laut seperti kerapu + 5.000 Ha dengan produksi 46,84 ton/tahun. 
F. Potensi Pariwisata 
Di Minahasa Utara terdapat obyek-obyek wisata cukup menarik dan dalam 
pengembangan yaitu: 
a. Wisata Bahari di Wori, Likupang dan Kema. Wisata Budaya/Sejarah yakni 
waruga di Airmadidi. 
b. Wisata olahraga Pacuan Sapi di Desa Kawangkoan dan Desa Suwaan. 
c. Agrowisata kebun kelapa Hibrida di Wori dan Likupang, Agrowisata 
kolam ikan nila dan ikan mas di Dimembe dan Kema. 
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Selain itu terdapat aneka seni budaya seperti tarian Tumatenden, Kabasaran, 
Maengket, Musik Bambu, Musik Bia (kerang), Musik Kolintang dan adat istiadat 
sesuai etnis dengan daya tarik yang khas. 
 Gunung Klabat 
Memiliki ketinggian 1.995 m dpl, merupakan Gunung tertinggi di 
Sulawesi Utara. Pemandangan Pelabuhan Bitung dan Kota Manado bisa 
dinikmati dari puncak gunung ini. 
 Kaki Dian 
Kaki Dian adalah sebuah menara berbentuk Kaki Dian yang dibangun 
dengan 7 cabang lampu Dian yang memiliki tinggi keseluruhan 19 meter 
dengan jarak kira-kira 3 km dari pusat Kota Airmadidi. 
 Keindahan Pulau 
Beribu pesona bawah air yang memiliki terumbu karang di mana ada 
ratusan jenis ikan dengan keunikan dan keindahan tersendiri dapat 
dinikmati di Kepulauan Gangga, Bangka dan Sahanaung. 
- Pulau Bangka 
Pulau ini terletak dalam wilayah Kecamatan Likupang Timur kira-kira 
60 menit perjalanan dari Kota Manado. Kemudian melalui laut dengan 
motor boat sekitar 30-40 menit. Pulau Bangka dengan pasir putih yang 
indah, lestari, subur, padat dan unik juga merupakan surge laut karena 
menyimpan beribu pesona taman laut yang memiliki karang-karang 
yang berwarna-warni di mana ada ratusan jenis ikan hias beraneka 
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ragam yang hidup pada terumbu karang yang spektakuler, ikan-
ikannya, kepiting, juga ikan kenari. 
3.7.7 Jaringan Transportasi Wilayah 
Tatanan kepelabuhanan meliputi: 
a. Pelabuhan pengumpan regional di Desa Munte Kecamatan Likupang 
Barat; 
b. Pelabuhan lokal di Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Wori, 
Kecamatan Kema, serta di pulau–pulau kecil yaitu Pulau Gangga, 
Pulau Bangkadan Pulau Talise; 
c. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di 
Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang 
Timur dan Kecamatan Kema. 
Alur pelayaran, meliputi: 
a. Alur pelayaran regional yaitu   Bitung – Likupang (munte) – Sawang 
(Kabupaten Kepulauan Sitaro) - Pananaru (Kabupaten 
KepulauanSangihe) – Melonguane–Lirung – Mangarang (Kabupaten 
Kepulauan Talaud); 
b. Alur pelayaran lokal terdiri atas:     
1) Likupang Timur meliputi Likupang – Kahuku, Likupang –Lihunu, 
Likupang – Libas 
2) Likupang Barat meliputi Likupang Barat – Kinabuhutan, Likupang 
Barat – GanggaI, Likupang Barat – GanggaII, Likupang Barat – 
  
 
64 | P a g e  
 
Talise, Tambun, Likupang Barat – Talise Airbanua, Likupang  
Barat – Talise Kampung, Likupang Barat – Talise Bawoniang. 
3) Wori meliputi Wori – Mantehage, Wori – Nain Besar, Wori – 
Nain Kecil 
Minahasa Utara dilalui oleh jaringan transportasi kapal perintis 
berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : AL 
108/13/20/DJPL-14. 





Jaringan Trayek dan 
Jarak Mil 
Jumlah Jarak 






Bitung -60- Tagulandang -
55- Kahakitang 32- 
Tahuna -24- Lipang -25- 
Kawaluso -26- Matutuang 
-20- Kawio -6- Marore -6- 
Kawio -20- Matutuang -
26- Kawaluso -25- Lipang 
24- Tahuna -97- 
Mangaran -18- 
Melonguane -17- Beo -19- 
Essang -40- Karatung -11- 
Marampit -55- Miangas -
55- Marampit -11- 
Karatung -40- Essang -19- 
Beo -17- Melonguane -18- 
Mangaran -97- Tahuna -
32- Kahakitang -55- 







Bitung -30- Munte 
(Likupang) -42- Biaro 38- 
Tagulandang -33- 
Makalehi -33- Tahuna -
97- Mangaran -14- Lirung 














Jaringan Trayek dan 
Jarak Mil 
Jumlah Jarak 





8- Geme -21- Kakorotan -
59- Miangas -59- 
Kakorotan -21- Geme -8- 
Dapalan -10- Rainis -25- 
Lirung -14- Mangaran -
97- Tahuna -45- Kawaluso 
-26- Matutuang -20- 
Kawio -6- Marore -6- 
Kawio -20- Matutuang -
26- Kawaluso -45- Tahuna 
-33- Makalehi -33- 
Tagulandang -38- Biaro 
42- Munte (Likupang) -
30- Bitung 
Tahuna R-28 
Tahuna -97- Mangaran -
14- Lirung -4- 
Melonguane -35- Essang -
40- Kakorotan 20- 
Karatung -62- Miangas -
83- Marore -6- Kawio -35- 
Kawaluso -45- Tahuna -
32- Kahakitang -26- Siau -
78- Bitung -78- Siau -8- 
Makalehi -38- Kahakitang 
-32- Tahuna 45- Kawaluso 
-35- Kawio -6- Marore -
83- Miangas -62- 
Karatung -21- Geme -43- 
Melonguane -4- Lirung -








Tahuna -24- Lipang -13- 
Bukide -41- Matutuang -
20- Kawio -6- Marore -6- 
Kawio -20- Matutuang -
26- Kawaluso -25- Lipang 
13- Bukide -9- Petta -12- 
Manalu -18- Ngalipaeng -














Jaringan Trayek dan 
Jarak Mil 
Jumlah Jarak 





Kahakitang -6- Para -20- 
Pehe -8- Makalehi -26- 
Tagulandang -38- Biaro -
55- Bitung -56- Amurang 
-122- Biaro -38- 
Tagulandang -10- Buhias -
26- Makalehi -8- Pehe -
20- Para -6- Kahakitang -
8- Kalama -15- 
Ngalipaeng -18- Manalu -
12- Petta -9- Bukide -13- 
Lipang 24- Tahuna 




Gambar 3.7 Jaringan Trayek Bitung R-26 
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Gambar 3.8 Jaringan Trayek Bitung R-27 
 
Gambar 3.9 Jaringan Trayek Tahuna R-28 
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Gambar 3.10 Jaringan Trayek Tahuna R-29 
3.7.8 Kawasan Rawan Bencana 
Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi 
mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana alam tersebar di wilayah 
Kabupaten Minahasa Utara meliputi: 
a. Kawasan rawan gerakan tanah/longsor tersebar di Kecamatan Likupang 
Selatan, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, 
Kecamatan Kema, dan Kecamatan Airmadidi 
b. Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi tersebar di Pulau 
Mantehage, Pulau Naen, Pulau Bangka, Pulau Gangga, Pulau Talise, 
pesisir pantai Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan 
Likupang Timur, dan Kecamatan Kema 
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c. Kawasan rawan banjir tersebar di dataran rendah di muara sungai di 
Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Wori, Kecamatan Dimembe, 
Kecamatan Talawaan, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kalawat, dan 
Kecamatan Kema. 
3.7.9 Topografi dan Sungai 
 Wilayah kabupaten Minahasa Utara terdapat sungai-sungai mengalir dari 
bukit, perbukitan, gunung atau pegunungan yang dalam istilah setempat disebut 
Kentur atau Kuntung. Sungai-sungai utama yang melalui wilayah Kabupaten 
Minahasa Utara berhulu di gunung yang mengalir dariwilayah yang tinggi 
bermuara ke teluk maupun danau dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
penyediaan air bersih, irigasi, budidaya perikanan darat dan suplai energi listrik. 
Tabel 3.14 Ketinggian Beberapa Kota Berdasarkan Kecamatan 
No Kecamatan 
Tinggi dari permukaan laut 
(m) 
1 Kema 2 
2 Kauditan 400 
3 Airmadidi 150 
4 Kalawat 500 
5 Dimembe 300 
6 Talawaan 500 
7 Wori 1 
8 Likupang Barat 8 
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Tabel 3.15 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Minahasa Utara 
No Nama Sungai Potensi (m3/det) 
1 Sungai Tondano 300 
2 Sungai Sawangan 200 
3 Sungai Talawaan 150 
4 Sungai Likupang 80 
Sumber : RPJM Kabupaten Minahasa Utara, 2005 – 2010 
Tabel 3.16 Pembagian DAS di wilayah 3 Kecamatan Kabupaten Minahasa 
Utara 






A SUNGAI TONDANO    
1 DAS 6 2.320 4,13 14,50 
2 DAS 7 4.120 7,07 18,90 
3 DAS 8 9.230 13,05 24,11 
4 DAS 9 1.875 8,36 28,80 
5 DAS 10 1.745 2,66 10,52 
6 DAS 14 16.830 39,66 72,98 
7 DAS 21 8.410 8,94 27,96 
B SUNGAI SAWANGAN    
1 DAS 15 5.420 8,27 16,53 
2 DAS 16 6.825 7,98 13,85 
3 DAS 17 10.570 19,43 27,96 
4 DAS 18 9.450 15,19 27,52 
5 DAS 19 3.940 4,62 16,53 
6 DAS 20 8.720 18,21 13,85 
7 DAS 22 5.760 15,49 27,52 
C SUNGAI TALAWAAN    
1 DAS 1 10.650 20,64 36,41 
2 DAS 2 14.150 25,16 47,70 
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3 DAS 3 17.235 30,34 47,80 
4 DAS 4 9.410 9,99 17,40 
5 DAS 5 7.840 11,27 20,37 
6 DAS 11 4.270 7,23 16,70 
7 DAS 12 3.875 11,45 27,04 
8 DAS 13 4.350 5,63 10,71 
     
Sumber : RPJM Kabupaten Minahasa Utara, 2005 – 2010 
3.7.10 Iklim 
Tipe iklim di daerah ini adalah type A (iklim basah), dengan musim 
kemarau pada bulan Mei – Oktober dan iklim hujan pada bulan-bulan November 
– April. Curah hujan maksimum pada bulan Desember – Maret yang sering 
dibarengi dengan angin kencang sehingga sering mengakibatkan banjir dan 
gelombang laut maksimum dengan angka curah hujan rata-rata setiap tahun 
berkisar 2.000 – 3.000 mm dengan jumlah hari hujan90 – 130 hari per tahun. 
Adapun data curah hujan dan hari hujan di Minahasa Utara  
Tabel 3.17 Rata-rata curah hujan setiap bulan di Kabupaten Minahasa 
Utara 
Bulan Jumlah Hujan 
(Hari) 










































Sumber: Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado 2014 
3.7.11 Data Status Lingkungan Hidup 
Penetapan status lingkungan hidup ditentukan berdasarkan fungsi kawasan 
yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Minahasa Utara. Status 
lingkungan hidup yang dimaksud adalah pengelompokan fungsi kawasan 
berdasarkan tingkat kerentanan terhadap ekosistem pembangunannya dan tertuang 
dalam rencana pola ruang daratan dan pola ruang laut/perairan. Kajian tentang 
status lingkungan hidup sangat penting untuk mengetahui jenis ekosistem yang 
tersebar di wilayah studi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis 
ekosistem yang tersebar di wilayah studi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui dan memperkirakan daerah mana saja yang dapat menjadi potensi 
komponen penghambat pembangunan pelabuhan. 
Tabel 3.18 Tabel Status Lingkungan Hidup 
Kecamatan Lokasi Fungsi Kawasan  Komponen Fisik-
Kimia/Biologi 





Likupang  Permukiman, Hutan, 
dan Perkebunan 
- 








Libas Permukiman, Hutan, Mangrove dan 
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Kecamatan Lokasi Fungsi Kawasan  Komponen Fisik-
Kimia/Biologi 
dan Perkebunan Terumbu Karang 
Likupang 
Barat 
Likupang (Munte) Permukiman, Hutan, 
dan Perkebunan 
- 








































Wori Permukiman dan 
Perkebunan 
Mangrove  
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Gambar 3.11 Peta Daerah Irigasi di Kabupaten Minahasa Utara 
 
Gambar 3.12 Peta Curah Hujan di Kabupaten Minahasa Utara 
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Gambar 3.13 Peta Daerah Guna Lahan di Kabupaten Minahasa Utara 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHSAN 
4.1 Karakteristik Lokasi Rencana Pelabuhan 
4.1.1 Penggambaran Situasi Wilayah Rencana Pelabuhan 
Wilayah rencana pelabuhan yang dikaji adalah 20 lokasi, yakni lokasi-
lokasi yang terindikasi memiliki potensi akifitas pelabuhan. Secara kasat mata 
yang dimaksud potensi aktifitas kepelabuhan adalah terdapatnya beberapa 
kecenderungan kapal/perahu sandar pada area tertentu di wilayah sungai, atau 
terdapat bangunan fisik berupa tambatan perahu dengan konstruksi sederhana 
yang dibangun oleh masyarakat namun belum memenuhi standar teknis 
pelabuhan, atau lokasi tertentu yang memiliki kecenderungan dijadikan tempat 
pertemuan antara komponen supply (pemilik kapal) dan komponen demand 
(masyarakat pengguna kapal) untuk melakukan transaksi kepelabuhan berupa 
bahan pangan maupun embarkasi/debarkasi penumpang, meskipun dengan skala 
intensitas maupun volume yang masih sangat kecil. 
Ke 20 lokasi tersebut tersebar di 4 kecamatan di seluruh wilayah 
Kabupaten Minahasa Utara, artinya terdapat 6 kecamatan yang tidak masuk dalam 
penentuan wilayah studi Pra FS Pembangunan Pelabuhan ini. Hal ini terjadi 
karena ke 6 wilayah kecamatan itu berada di wilayah daratan. 
Ke 4 wilayah kecamatan tersebut adalah Kecamatan Wori, 
KecamatanKema, Kecamatan Likupang Timur, dan Kecamatan Likupang Barat. 
Adapun ke 6 wilayah Kecamatan yang tidak dikaji dalam studi ini meliputi 
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KecamatanAirmadidi, KecamatanKauditan, Kecamatan Kalawat, Kecamatan 
Dimembe, Kecamatan Likupang Selatan, dan Kecamatan Talawaan. 
Untuk memberikan gambaran tentang lokasi studi, dilakukan menurut 
kecamatan tempat pelabuhan tersebut berada, dengan menggunakan data utama 
dari Badan Pusat Statistik, dilengkapi dengan RTRW Kabupaten maupun 
Provinsi, Tatrawil, dan beberapa sumber lain meskipun tidak tepublikasi secara 
resmi namun memiliki akurasi data yang dapat dipertanggung jawabkan serta 
mendukung dalam upaya prosesidentifikasi potensi wilayah studi lokasi rencana 
pelabuhan. 
Pelabuhan Kecamatan Koordinat Kondisi Eksisting 
1. Kema Kema U1°21'40.02" - 
T125°4'32.08" 
Dermaga berupa 
reklamasi batu sepanjang 
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2. Likupang Likupang Timur U1°40'25.02" – 
T125°3'42.8" 
Talut dibuat oleh 





Likupang Barat U1° 41'36.84" – 
T125°0'48.85" 
Dermaga terbuat dari 
beton dengan ukuran 120 





79 | P a g e  
 








5. Gangga 2 Likupang Barat U1°47'11.21" – 
T125°3'22.59" 
Dermaga terbuat dari 
beton tapi dalam kondisi 














Dermaga terbuat dari 
beton dengan panjang 


















Likupang Barat U1°48'19.12" – 
T125°3'21.8" 
Terdapat dermaga 




Likupang Barat U1°49'48.16" – 
T125°4'31.93" 
Terdapat dermaga yang 
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10.Wori Kecamatan Wori U1°36'2.61" – 
T124°51'44.08" 
Terdapat dermaga yang 
terbuat dari beton 





Wori U1°46'59.38" – 
T124°47'15.09" 
Dermaga terbuat dari 










Wori U1°44'5.69" – 
T124°46'41.96" 
Terdapat dermaga 
yang terbuat dari 
beton namun kondisi 
dalam keadaan rusak  
 
 
Sumber: Hasil Survey Lapangan 2016 
Gambar 4.1 Dermaga di Kabupaten Minahasa Utara 
4.1.1.1 Administrasi dan Kependudukan 
Selain pada pusat Kabupaten (Airmadidi), sebaran penduduk tepusat pada 
beberapa kecamatan utama yang secara historis menjadi pusat perdagangan. 
Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Wori, Kema, Likupang Barat, dan 
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Tabel 4.1 Sebaran Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2015 






1 Kema 11 78,775 17.818 
2 Kauditan 12 108,202 32.615 
3 Airmadidi 3 86,660 31.784 
4 Kalawat 12 39,031 27.851 
5 Dimembe 11 166,433 26.883 
6 Talawaan 12 82,508 17.931 
7 Wori 19 90,704 21.878 
8 Likupang Barat 20 104,289 16.367 
9 Likupang Timur 18 290,841 17.177 
10 Likupang Selatan 7 11,821 5.489 
Jumlah 125 1.059,244 215.793 
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4.1.1.2 Komoditi Potensial 
Pelabuhan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara selain sebagai 
pelabuhan penumpang juga digunakan untuk pelabuhan penumpang juga 
digunakan untuk mendistribusikanhasil alam berupa komoditas unggulan yang 
didistribusikan di sekitar wilayah perencanaan dapat dilihat pada table berikut 
Tabel 4.2 Komoditi Unggulan Hinterland Tiap Kecamatan 
No Kecamatan Komoditas Unggulan 
1 Kema Ikan, Kelapa (Kopra), dan 
Padi 
2 Kauditan Jagung, Kelapa, dan Kakao 
3 Airmadidi Jagung, Kelapa, dan Padi 
4 Kalawat Jagung, Kelapa, dan Umbi-
umbian 
5 Dimembe Jagung dan Padi 
6 Talawaan Kelapa, Jagung, dan Kakao 
7 Wori Kelapa (Kopra) dan Ikan  
8 Likupang Barat Kelapa (kopra), Cengkeh, 
dan Ikan 
9 Likupang Timur Kelapa (kopra) , Cengkeh, 
dan Ikan  
10 Likupang Selatan Jagung dan Kelapa 
Sumber: Profil Kabupaten Minahasa Utara 2016  
Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa jenis komoditas yang selama ini 
sering didistribusikan terbatas masing-masing daerah memiliki komoditas 
tertentu, namun untuk daerah Kabupaten MInahasa Utara hamper semua 
menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulannya karena sebagian besar di 
daerah Kabupaten Minahasa Utara ditumbuhi oleh pohon kelapa. Selain kelapa 
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terdapat juga cengkeh dan jagung sebagai komoditas unggulan di beberapa 
daerah. Sedangkan untuk kecamatan yang berada di pinggir pantai, selain kelapa 
dan cengkeh terdapat juga ikan laut sebagai komoditas unggulan. Kebanyakan 
hasil komoditas unggulan di distribusi ke kota-kota besar seperti Kota Manado 
dan Kota Bitung. 
4.1.1.3 Kondisi Aksesbilitas Menuju Pelabuhan 
Kondisi aksebilitas menuju pelabuhan eksisting sangat penting dalam 
menunjang kinerja dari suatu pelabuhan. Apabila akses menuju lokasi tersebut 
sulit, maka kinerja dari suatu pelabuhan akan terhambat. Kondisi aksesbilitas yang 
dinilai disini adalah jalur darat dari lokasi pelabuhanada di Kabupaten Minahasa 
Utara dapat dilihat pada tabel berikut.  
Tabel 4.3 Kondisi Aksesbilitas Menuju Lokasi Studi Rencana Pelabuhan 
Kecamatan Lokasi Perkerasan Jalan Kondisi Jalan 
Kema Kema Aspal dan Paving Blok Baik 
Likupang 
Timur 
Likupang  Aspal  Baik 
  Kahuku Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Lihunu Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Libas Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
Likupang 
Barat 
Munte Aspal Baik 
  Kinabuhutan Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Gangga 1 Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Gangga 2 Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Talise/Tambun Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Talise/Airbanua Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Talise/Kampung Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Talise/Bawoniang Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
Wori Naen Besar Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Mantehage Tidak ada jalan karena pulau tersendiri (akses melalui laut) 
  Wori Aspal Baik 
Sumber : Hasil Survey Lapangan 
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Kondisi jalan di wilayah hinterland Pelabuhan Munte, Likupang, Wori, 
dan Kema sudah berupa aspal dengan kondisi yang baik. Sedangkan sebagian 
besar Pelabuhan yang lainnya memiliki akses jalan sudah di Beton/Rabat dalam 
kondisi sedang. Sebagian besar akses jalan menuju pelabuhan sudah bisa diakses 
dengan mudah. 
4.1.1.4 Kondisi Status Lahan Sekitar Pelabuhan 
Status lahan sekitar pelabuhan ditentukan berdasarkan kepemilikan dan 
kegunaan lahan tersebut. Pengelompokan tersebut didasarkan pada penggunaanya. 
Berdasarkan pola ruang Kabupaten Minahasa Utara maka kondisi status lahan 
sekitar dapat dijelaskan sebagai berikut 
Tabel 4.4 Peruntukan Lahan Sekitar Lokasi Studi 
Kecamatan Lokasi Status Lahan Sekitar 
Kema Kema Permukiman dan Resort 
Likupang 
Timur 
Likupang  Permukiman, Perkebunan, dan Hutan Produksi 
Biasa 
Kahuku Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, perkebunan, pertambangan, dan 
resort 
Lihunu Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, perkebunan, dan resort 
Libas Sebagian mangrove, terumbu karang, 





Permukiman dan  Hutan produksi  
Kinabuhutan Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, perkebunan, dan resort 
Gangga 1 Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, perkebunan, dan resort 
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Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa Utara 2013 dan Hasil Survey Lapangan 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada Kecamatan Kema status 
lahan sekitar ialah permukiman dan resort. Untuk Kecamatan Likupang Timur 
sebagian besar status lahan sekitar ialah mangrove, terumbu karang, permukiman, 
perkebunan, dan resort. Untuk Kecamatan Likupang Barat sebagian besar status 
lahan adalah mangrove, terumbu karang, permukiman, dan perkebunan. 
Sedangkan untuk Kecamatan Wori sebagian besar status lahan ialah mangrove, 
terumbu karang, permukiman, perkebunan, dan resort. Hal ini berarti lahan-lahan 
tersebut kemungkinan dimiliki oleh masyarakat atau pribadi. Oleh sebab itu ketika 
merencanakan pembangunan pelabuhan, pemerintah perlu mempersiapkan 
Gangga 2 Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, dan perkebunan 
Talise/Tambun Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, dan perkebunan 
Talise/Airbanua Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, dan perkebunan,  
Talise/Kampung Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, perkebunan, dan budidaya mutiara 
Talise/Bawoniang Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, dan perkebunan 
Wori Naen Besar Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, perkebunan, dan resort 
Naen Kecil Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, perkebunan, dan resort 
Mantehage Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, perkebunan, dan resort 
Wori Sebagian mangrove, terumbu karang, 
permukiman, perkebunan, dan resort 
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anggaran khusus untuk melakukan upaya konsolidasi lahan terhadap alternatif 
lokasi yang nantinya menjadi pilihan untuk pembangunan pelabuhan. Hal ini 
diprediksikan akan dapat dilakukan dengan cukup mudah karena karakter 
masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara mudah diajak bekerjasama selama hal 
tersebut untuk kepentingan dan kemajuan bersama. 
4.1.1.5 Penggambaran Kedalaman Perairan Sekitar Wilayah Rencana 
Pelabuhan 
Ukuran kedalaman atau disebut bathimetri merupakan gambaran tentang 
topografi dasar laut yang ditentukan oleh perubahan kedalaman lautnya. 
Pengetahuan tentang bathimetri sangat diperlukan untuk mengelola ekosistem 
perairan pantai dan laut karena proses fisik, kimiawi, dan biologis yang terjadi di 
dalamnya karena pengaruh kedalaman perairan. Dalam pemilihan alternatif lokasi 
pelabuhan salah satu yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah kedalaman 
perairan disekitarnya, hal ini menjadi penting karena berpengaruh terhadap jenis 
kapal yang dapat melintas dan berlabuh serta konstruksi dermaga selanjutnya. 
 
Gambar 4.3 Peta Bathimetri di Kabupaten MInahasa Utara 
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4.1.1.6 Kondisi Arus, Gelombang, dan Pasang Surut (Hidro Oceanografi) 
Penentuan beda tinggi pasang merupakan hal yang penting dalam 
melakukan analisa hidro oceanografi pantai, karena beda tinggi pasang surut dan 
tipe pasang surut merupakan komponen-komponen penting dalam 
mendefinisikan   karakteristik pasang-surut. Hal yang terpenting dalam 
perencanaan suatu bangunan pantai adalah dengan mendapatkan nilai dari 
konstanta-konstanta   pasang surut, lebih khusus daerah pantai Inobonto yang 
diperlihatkan pada tabel   dan skema, maka dapat dilihatnilai dari konstanta-
konstanta pasang surut yang ada. Dalam menghitung konstanta-konstanta pasang 
surut di suatu perairan, maka data pencatatan pasang surut tiap jam dari data 
pengukuran Dishidros, data tersebut dijadikan dasar dalam menentukan 
konstanta-konstanta pasang surut dengan Metode Admiralty. Dengan metode ini, 
sudah ada konstanta-konstanta pengali yang ditetapkan untuk bisa mendapatkan   
konstanta-konstanta pasang surut. 
 
Gambar 4.4 Mawar Angin dan Pasang Surut Minahasa Utara 
Pemanfaatan data-data arus laut biasanya digunakan didalam melihat 
kecepatan dan arah mengalirnya masa air laut. Aliran air laut ini banyak 
dipengaruhi    oleh beberapa faktor seperti adanya perbedaan densitas, aliran 
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sungai, tiupan angina dan pasang surut. Pengukuran arus dilakukan pada tiga 
kedalaman, yakni 0,2h, 0,6h dan 0,8h dan h adalah kedalaman air di stasiun 
pengukuran dengan menggunakan pelampung yang kemudian dilepaskan dari 
atas perahu, setelah itu diukur kecepatan hanyut benda tersebut dengan 
stopwatch kemudian arahnya digunakan kompas (derajat 0).  Arah dari 
kompas mengikuti mata angin dengan 0
0 adalah utara, 900 adalah timur dan 
seterusnya. Pengukuran arus laut dilakukan didekat pantai, dilepas pantai dan 
disekitar muara sungai kecepatan arus maksimum pantai Inobonto 
berdasarkan data terjadi pada pukul 22.10 dengan kecepatan 0,48m/det arah 
timur laut. 
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4.1.1.7 Data Fasilitas, Operasional, dan Kinerja Pelabuhan Eksisting Sekitar 
Data fasilitas, operasional, dan kinerja pelabuhan eksisting sekitar 
didapatkan dari Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013 dan dari 
Badan Pusat Statistik Tahun 2015. Data dari kantor dinas Kabupaten MInahasa 
Utara Tahun 2014. Data dari BPS tidak meliputi embarkasi dan debarkasi 
penumpang serta volume bongkar dan muat barang yang terjadi di tahun 2015. 
1) PelabuhanLikupang (Munte) 
Pelabuhan Likupang (Munte) merupakan pelabuhan yang terletak di desa 
Munte Kecamatan Likupang Barat dengan koordinat wilayah 01°41"624"N  
125°00'840"E. Klasifikasi pelabuhan ini yaitu Pelabuhan Pengumpan Regional 
dengan luas 3,5 Ha dan ukuran dermaga 120m x 8m. Pelabuhan ini berfungsi 
sebagai pengumpan terhadap pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama. Lantai 
dermaga berkontruksi beton. Di area PelabuhanLikupang (Munte) terdapat kantor 
pelabuhan (UPP Likupang).Kegiatan kunjungan kapal di Pelabuhan Likupang 
adalah Pelayaran yang berjadwal tetap/liner seperti Pelayaran Perintis yang 
dilayani oleh KM. Sabuk Nusantara 51  GT.1206 dengan jadwal 2 kali seminggu 
dari Likupang tujuan Biaro Kabupaten Sitaro dan Pelayaran Penyeberangan 
Likupang – Biaro dilayani oleh KMP. Lohoraung GT. 458, Likupang – Pananaru 
dilayani oleh KMP. Tarusi GT. 596 dan Likupang – Melonguane dilayani oleh 






93 | P a g e  
 
Tabel 4.5 Tabel Fasilitas Pelabuhan Likupang 































































Pekerjaan Pengeboran Air 
Bersih 
 
120 x 8 m 
2 (11 x 6 m) 











P = ± 2,5 mil 
L=  ± 0,5 mil 
D= ± 20-25 m 
L=  240 x 200 m 
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Sumber : Kantor UPP Likupang 
Gambar 4.6 Terminal Penumpang dan Dermaga Pelabuhan Likupang 
Tabel 4.6 Kunjungan Kapal di Pelabuhan Likupang 
No Tahun Kunjungan 
Kapal 
GT Barang Penumpang  
Bongkar Muat Naik Turun 
1 2010 1,682 53,340 5,871 2,866 13,983 14,136 
2 2011 1,605 44,372 796 2,572 11,707 11,721 
3 2012 948 63,923 93 1,182 7,161 7,045 
4 2013 568 59,409 2,017 10,479 4,265 3,256 
5 2014 957 67,684 143 833 6,938 7,615 
Jumlah 5,760 288,728 8,920 17,932 44,054 43,773 
Sumber: Kantor UPP Likupang 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan kapal pada 
lima tahun terakhir mencapai 5.760 kapal dengan jumlah terbanyak tahun 2010 
dengan menampung 288.728 GT. Nilai BOR tahun 2014 dapat dihitung 
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2) Pelabuhan Kema 
Pelabuhan Kema terletak di Desa Kema III Kecamatan Kema. Panjang 
dermaga di pelabuhan Kema sekitar 50 m dan berkonstruksi tanah dan batu. 
Terdapat TPI dan resort wisata di sekitar pelabuhan. Talut belum tersedia. Kapal 














Sumber: Hasil survey lapangan  
Gambar 4.7 Kondisi Pelabuhan Kema 
3) Pelabuhan Likupang 
Pelabuhan Likupang terletak di Kecamatan Likupang Timur.Terdapat talut 
yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Di sekitar pelabuhan terdapat kantor 
syahbandar dan Tempat Pelelangan Ikan. Kapal yang bersandar adalah kapal 
penumpang dan kapal nelayan. Kapal penumpang biasanya melayani rut eke 
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Pulau Bangka, Gangga dan Talise. Ada rencana pembangunan pelabuhan dari 
pemerintah daerah 
 
Sumber: Hasil survey lapangan 
Gambar 4.8 Kondisi pelabuhan LIkupang 
4) Pelabuhan Gangga 1 
Pelabuhan Gangga 1 terletak di Pulau Gangga Kecamatan Likupang Barat. 
Tidak terdapat fasilitas dermaga sehingga kapal menambat di pinggir pantai. 
Terdapat alat navigasi di ujung pulau. Kapal yang bersandar biasanya kapal 
nelayan dan kapal penumpang. Kapal yang bersandar biasanya berukuran 7 GT 
Terdapat resort di sekitar pelabuhan 
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 Sumber : Hasil survey lapangan 
Gambar 4.9 Kondisi Pelabuhan Gangga 1 
5) Pelabuhan Tambun 
Pelabuhan Tambun terletak di Pulau Talise Kecamatan Likupang Barat. 
Terdapat dermaga berkonstruksi beton yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tapi 
tidak berfungsi dengan baik. Kapal biasanya bersandar di pinggir pantai. Kapal 
yang bersandar biasanya berukuran 6-7 GT. Kapal yang bersandar biasanya kapal 
penumpang dan kapal nelayan. 
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Sumber: Hasil survey lapangan 
Gambar 4.10 Kondisi Dermaga di Pelabuhan Tambun 
6) Pelabuhan Naen Besar 
Pelabuhan Naen Besar terletak di Desa Naen Induk Kecamatan Wori 
Pulau Naen. Terdapat dermaga yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berkonstruksi 
beton. Terdapat juga dermaga yang di buat oleh swasta. Kapal yang bersandar di 
dermaga yaitu kapal penumpang dan nelayan 
 
Sumber: Hasil survey lapangan 
Gambar 4.11 Kondisi Dermaga di Pelabuhan Naen Besar 
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7) Pelabuhan Wori 
Pelabuhan Wori terletak di desa Wori Kecamatan Wori. Terdapat dermaga 
dengan panjang 50 m berkonstruksi beton. Terdapat tempat pelelangan ikan tapi 
tidak berfungsi. Terdapat kantor administrsi pelabuhan dan Kantor Pengelola 
Taman Nasional Bunaken. Kapal yang bersandar biasanya kapal penumpang dan 
nelayan. Kapal penumpang biasanya menuju ke pulau Mantehage, Naen, dan 
Bunaken. 
 
Sumber: Hasil survey lapangan 
Gambar 4.12 Kondisi Pelabuhan Wori 
8) Pelabuhan Mantehage 
Pelabuhan Mantehage terletak di Pulau Mantehage Kecamatan Wori. 
Terdapat dermaga dari beton namun mengalami keruskan konstruksi. Kapal 
biasanya bersandar di pinggir pantai. Terdapat alat navigasi di desa Tinongko. 
Kapal yang bersandar biasanya berukuran 25 GT. Kapal yang bersandar adalah 
kapal penumpang dan nelayan 
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Sumber: Hasil survey lapangan 
Gambar 4.13 Kondisi Dermaga di Pelabuhan Mantehage 
4.2 Identifikasi Lokasi Rencana 
4.2.1 Tabulasi Lokasi Berdasarkan Kebijakan Terkait dan Kondisi 
Eksisting 
Pada bagian dentifikasi lokasi rencana pelabuhan yang dimaksud adalah 
mengindetifikasi lokasi rencana pelabuhan laut dengan mentabulasikan lokasi 
berdasarkan data dari bab kajian kebijakan seperti Perpres RIPN, RTRW Provinsi 
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REFERENSI SUMBER ACUAN 
KONDISI FASILITAS 
(CHECKLIST) 
STATUS KEPEMILIKAN : 



































    
-1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20     
























    √     √                     √   
  
4 Gangga  
Likupang 
Barat 
PL √ √                               
  
a Gangga 1 
Likupang 
Barat 
    √     √                     √   
  
Sumber: Hasil Survey 
Keterangan: Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) 
  Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) 
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4.2.2 Analisa Seleksi Lokasi Rencana Pelabuhan 
4.2.2.1 Analisis Pola Ruang 
Analisis seleksi terhadap pola ruang merupakan proses mengidentifikasi 
fungsi kawasan di lokasi rencana pelabuhan(long list)untuk mengetahui lokasi 
mana saja yang termasuk kedalam kawasan lindung dan kawasan budidaya.jika 
lokasi rencana pelabuhan berada di kawasan lindung maka lokasi tersebut 
berpotensi untuk di coret dan tidak di masukkan ke dalam seleksi yang 
selanjutnya (short list).   
Maksud dari analisis ini adalah sebagai upaya singkronisasi dengan 
kebijakan terkait khususnya terhadap variabel rencana pola ruang. Kawasan 
Lindung sebagai kawasan yang rentan terhadap intervensi aktivitas biasanya 
dilindungi karena memiliki ciri ekosistem yang unik, sebagai habitat flora / fauna 
tertentu yang tergolong langka dan rentan kepunahan, atau sebagai buffer area 
yang sengaja dijaga untuk tidak dibangun agar menjaga kawasan hijau sebagai 
penyeimbang iklim di daerah tersebut, serta sebagai upaya mitigasi bencana alam. 
Tabel 4.8 Analisis Pola Ruang di Kabupaten Minahasa Utara 
Kecamatan Lokasi Fungsi Kawasan Darat Fungsi Kawasan Laut 
Kema Kema Permukiman dan Perkebunan - 
Likupang 
Timur 
Likupang  Permukiman dan Perkebunan - 
Kahuku Permukiman, Hutan, dan Perkebunan - 
Lihunu Permukiman, Hutan, dan Perkebunan - 
Libas Permukiman, Hutan, dan Perkebunan Daerah Perlindungan Laut 
Likupang 
Barat 
Gangga 1 Permukiman, Hutan, dan Perkebunan - 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 
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Gambar 4.14 Peta Kawasan Lindung Kabupaten Minahasa Utara 
4.2.2.2 Analisis Skala Pelayanan dan Jarak Antar Pelabuhan 
Berdasarkan pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional KP.414 Tahun 
2013jarak antar pelabuhan masing-masing hierarki berbeda. Jarak antar pelabuhan 
masing-masing hierarki merupakan jarak minimal antar pelabuhan yang 
berhubungan dengan skala/radius pelayanan pelabuhan laut atas dasar sebagai 
berikut:p 
a. Pelabuhan Utama dengan cakupan pelayanan sebesar 200 mil laut artinya 
tidak diperkenankan pembangunan pelabuhan utama lainnya pada zona 
200 mil laut pada pelabuhan utama tersebut. 
b. Pelabuhan Pengumpul dengan cakupan pelayanan sebesar 50 mil laut 
artinya tidak diperkenankan pembangunan pelabuhan pengumpul lainnya 
pada zona 50 mil laut pada pelabuhan pengumpul tersebut. 
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c. Pelabuhan Pengumpan Regional dengan cakupan pelayanan sebesar 20-50 
mil laut artinya tidak diperkenankan pembangunan pelabuhan pengumpan 
regional lainnya pada zona 20-50 mil laut pada pelabuhan pengumpan 
regional tersebut. 
d. Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan cakupan pelayanan sebesar 5-20 mil 
laut artinya tidak diperkenankan pembangunan pelabuhan pengumpan 
lokal lainnya pada zona 5-20 mil laut pada pelabuhan pengumpan lokal 
tersebut.  
Berdasarkan ketentuan tersebut, lalu diaplikasikan pada pola sebaran 
pelabuhan laut di wilayah studi, baik itu pelabuhan eksisting maupun pelabuhan 
rencana. Untuk melakukan analisis ini diterapkan metode buffer terhadap setiap 
titik lokasi pelabuhan, dengan besaran sesuai dengan hirarki pelayanannya. Hasil 
dari buffer tersebut kemudian disebut dengan area skala pelayanan. Jika terdapat 
lokasi yang saling beririsan cakupan pelayanannya, maka lokasi tersebut berada 
pada jarak kurang dari ketentuan. Pada situasi seperti ini terdapat 2 kondisi: 
a. Lokasi rencana beririsan dengan lokasi rencana lain, sehingga perlu 
memilih salah satu untuk dipertahankan sebagai lokasi rencana, sedangkan 
lokasi lainnya digugurkan. Proses seleksi dilakukan dengan cara meninjau 
kondisi daerahnya yang meliputi kondisi penduduk, kondisi sarana dan 
prasarana, dan lokasi dengan ibu kota kecamatan. Akan tetapi terdapat 
pengecualian jika lokasi tersebut dipisahkan oleh sungai, terhalang 
bentang alam, berada pada pulau yang berbeda maupun berada 1 pulau 
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yang sama namun posisinya pada 2 sisi pulau yang berlawanan, maka 
lokasi tersebut tetap terpilih sebagai lokasi rencana pelabuhan. 
b. Lokasi rencana beririsan dengan pelabuhan eksisting. Pada kondisi ini 
perlu ditinjau kembali fungsi pelabuhan eksisting pada aplikasinya di 
lapangan. Proses seleksi dilakukan jika pelabuhan rencana berfungsi sama 
dengan pelabuhan eksisting. Akan tetapi terdapat pengecualian jika 
pelabuhan eksisting memiliki fungsi yang terbatas dan kapasitas yang 
lebih kecil daripada kebutuhan masyarakat, dan keterbatasan yang 
dimaksud dapat diakomodir dengan adanya lokasi rencana tersebut, 
sehingga aktivitas pengangkutan pada wilayah tersebut dapat berjalan 
dengan optimal, maka lokasi tersebut tetap terpilih sebagai usulan 
pelabuhan. 
Tabel 4.9 Skala Pelayanan Pelabuhan di Minahasa Utara 
No Pelabuhan Kecamatan Skala Pelayanan 
1 Kema Kema Bitung 
2 Likupang Likupang 
Timur 
Likupang (Munte) 
3 Bangka/Kahuku Likupang 
Timur 
Likupang (Munte) 
4 Bangka/Lihunu Likupang 
Timur 
Likupang (Munte) 
5 Bangka/Libas Likupang 
Timur 
Likupang (Munte) 
6 Gangga 1 Likupang 
Barat 
Likupang (Munte) 
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Tabel 4.10Table Long List Jarak Antar Peabuhan (Km) 
 
No. Nama Pelabuhan 1 2 3 4 5 8 
1 Pelabuhan Kema   21.506 29.99 27.707 32.336 28.117 
2 Pelabuhan Likupang 21.506   9.345 8.444 11.800 6.549 
3 Pelabuhan Kahuku 29.99 9.345   3.206 2.442 5.182 
4 Pelabuhan Lihunu 27.707 8.444 3.206   4.971 6.798 
5 Pelabuhan Libas 32.336 11.800 2.442 4.971   7.03 
8 Pelabuhan Gangga 1 28.117 6.549 5.182 6.798 7.03   
  
 













Gambar 4.15 Peta Long List Jarak Antar Pelabuhan di Kabupaten Minahasa Utara 
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4.2.2.3 Analisis Kondisi Kinerja Pelabuhan Eksisting di Sekitar Wilayah 
Studi 
Pada analisis kondisi kinerja Pelabuhan eksisting, mangacu pada 
Pelabuhan Likupang. Hal ini dikarenakan data operasional pelabuhan eksiting 
yang ada hanya di Pelabuhan Munte.Kegiatan kunjungan kapal di Pelabuhan 
Likupang adalah Pelayaran yang berjadwal tetap/liner seperti Pelayaran Perintis 
yang dilayani oleh KM. Sabuk Nusantara 51  GT.1206 dengan jadwal 2 kali 
seminggu dari Likupang tujuan Biaro Kabupaten Sitaro dan Pelayaran 
Penyeberangan Likupang – Biaro dilayani oleh KMP. Lohoraung GT. 458, 
Likupang – Pananaru dilayani oleh KMP. Tarusi GT. 596 dan Likupang – 
Melonguane dilayani oleh KMP. Watunapato GT. 988 dengan jadwal 2 kali 
seminggu serta Pelayaran yang tidak berjadwal/tramper. 






Bongkar Muat Naik Turun 
1 2010 1,682 53,340 5,871 2,866 13,983 14,136 
2 2011 1,605 44,372 796 2,572 11,707 11,721 
3 2012 948 63,923 93 1,182 7,161 7,045 
4 2013 568 59,409 2,017 10,479 4,265 3,256 
5 2014 957 67,684 143 833 6,938 7,615 
Jumlah 5,760 288,728 8,920 17,932 44,054 43,773 
Sumber: UPP Likupang 
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Gambar 4.16 Grafik Kunjungan Kapal di Pelabuhan Likupang 
Berdasarkan data grafik kunjungan kapal, diasumsikan kinerja pelayanan 
pelabuhan Eksisting Munte, mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 
2013, hal ini disebabkan adanya pengembangan infrastruktur di Wilayah 
Kabupaten Minahasa Utara, seperti jalan aspal yang sudah mulai dibangun, 
sehingga masyarakat lebih memilih jalan darat. 
4.2.2.4 Analiis Topografi Wilayah Studi 
Analisis topografi digunakan untuk melihat ketinggian di lokasi 
pelabuhan, dan sekitar pelabuhan, yang mana semakin rendah topografinya maka 
nilainya akan semakin tinggi. Kondisi topografi sangat mempengaruhi pada 
proses pembuatan pelabuhan, karena jika tingkat topografi rendah maka 
pembangunan pelabuhan akan semakin mudah. Topografi yang teridentifikasi di 
wilayah Kabupaten Minahasa Utara sebagian besar (51,7%) merupakan wilayah 
dengan bentukan wilayah curam (40-60%), sedangkan wilayah datar relatif kecil 
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(9,27 %).Berdasarkan data perhitungan melalui peta Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM) Indonesia, dimana dapat dilihat ketinggian topografi secara 
keseluruhan pada Kabupaten Minahasa Utara, ketinggian paling tinggi adalah 
sebesar 1970 mdpl. Maka jika disesuaikan dengan kriteria SK Mentan Nomor 
837/Kpts/Um/11/80, adalah sebagai berikut ini. 




I 0 – 8% Datar 0 
II 8 – 15% Landai 157,6 
III 15 – 25% Curam 295,5 
IV 25 – 40% Agak Curam 492,5 
V >40% Sangat Curam 1970 
 
Hasil kondisi kriteria topografi kabupaten Minahasa Utara, kemudian di 
sesuaikan dengan kondisi ketinggian masing-masing lokasi pelabuhan di wilayah 
studi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.13 Identifikasi Lokasi Pelabuhan Terhadap Topografi 
Kecamatan Lokasi Nilai Ketinggian  Keterangan 
Kema Kema 0-50 m 0 – 8% 
Likupang 
Timur 
Likupang  0-50 m 0 – 8% 
Kahuku 0-50 m 0 – 8% 
Lihunu 0-50 m 0 – 8% 
Libas 0-50 m 0 – 8% 
Likupang 
Barat 
Gangga 1 0-50 m 0 – 8% 
 Sumber: Hasil Analisis, 2016 
Dari hasil di atas, diketahui bahwa titik lokasi rencana pelabuhan di 
Kabupaten Minahasa Utara, rata-rata memiliki ketinggian topografi landai. 
Sehingga rencana titik lokasi rencana pelabuhan di Kabupaten Minahasa Utara 
tidak mengalami kendala yang berarti 
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Gambar 4.17 Peta Kemiringan Lereng di Kabupaten Minahasa Utara 
4.2.2.5 Analisis Kondisi Akses Jalan Wilayah 
Pada analisis kondisi akses jalan wilayah studi, mengasumsikan bahwa 
semakin baik aksesibilitas maka peluang terbangunnya pelabuhan baru akan 
semakin kecil karena aksesibilitas yang baik sudah mengakomodir pergerakan lalu 
lintas distribusi barang dan manusia sehingga tidak diperlukan lagi sarana 
transportasi laut.  
Aksesibilitas  merupakan  suatu  ukuran  kenyamanan  atau  kemudahan  
lokasi  tata  guna  lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya 
lokasi tersebut dicapai melalui transportasi. Tingkat aksesibilitas  darat  suatu  
wilayah  bisa  di  ukur  berdasarkan  pada  beberapa  variabel  yaitu  ketersediaan 
jaringan  jalan,  jumlah  alat  transportasi,  panjang,  lebar  jalan,  dan  kualitas  
jalan. Pada studi ini, kondisi akses jalan darat diasumsikan dengan menilai 
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berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu aksesibilitas eksternal dan aksesibilitas 
internal. 
 Aksesibilitas Eksternal, merupakan kondisi jaringan jalan pada pusat 
kawasan/kota, dalam hal ini pusat kawasan/kota adalah Nabire jika menuju 
lokasi desa/pelabuhan yang dinilai melalui jenis hierarki, perkerasan 
dankondisi jalan, yang dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.14 Aksesbilitas Jalan Eksternal 
Kecamatan Lokasi Akses Jalan  Kondisi 
Jalan 
Kema Kema Aspal Sedang 
Likupang 
Timur 
Likupang  Aspal  Baik 
Kahuku - - 
Lihunu - - 
Libas - - 
Likupang 
Barat 
Gangga 1 - - 
         Sumber: Hasil Analisis, 2016 
Untuk menuju lokasi Kema, Likupang, Wori, dan Munte menggunakan 
jalur darat dan sebagian besar lokasi yang berada di pulau menggunakan 
jalur laut. 
 Aksesibilitas Internal, merupakan kondisi jaringan jalan pada pusat Desa. 
Dalam hal ini pusat Desa masing-masing menuju lokasi pelabuhan yang 
dinilai melalui jenis hierarki, perkerasan dan kondisi jalan, yang dilihat 
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Tabel 4.15Aksesbilitas Jalan Internal 
Kecamatan Lokasi Akses Jalan  Kondisi 
Jalan 
Kema Kema Paving Blok Sedang 
Likupang 
Timur 
Likupang  Aspal  Baik 
Kahuku Beton/Rabat Sedang 
Lihunu Beton/Rabat Sedang 
Libas Beton/Rabat Sedang 
Likupang 
Barat 
Gangga 1 Beton/Rabat Sedang 
Sumber: Hasil Analisis, 2016 
Untuk akses eksternal beberapa lokasi yang berada di pulau hanya bias 
mengakses dengan menggunakan transpotasi laut saja. Untuk jalan internal 
lokasi pelabuhan yang berada di pulau sudah di beton dan dalam kondisi 
terawatt. 
4.2.2.6 Analisis Perilaku/Karakteristik Pola Pergerakan Stakeholder dan 
Masyarakat 
Pada analisis perilaku/karakteristik pola pergerakan stakeholder dan 
masyrakat di Kabupaten Minahasa Utara, dengan melihat karateristik masyarakat 
Kabupaten Minahasa Utara memiliki hidup cenderung berkelompok, meski satu 
sama lainnya berbeda keyakinan. Kegotogroyongan, saling menghargai perbedaan 
keyakinan menjadi salah satu ciri masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. 
Masyarakat Minahasa Utara juga sangat mendukung jika ada pembangunan untuk 
kepentingan wilayah itu sendiri. Dalam hal transportasi, masyarakat masih 
berimbang antara pengguanaan transportasi laut maupun darat.  Untuk menuju 
desa lainnya dalam satu daratan, masyarakat lebih memilih jalur darat, hal ini 
dikarenakan adanya terus pembangunan infrastruktur jalan dari pihak stakeholder. 
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Untuk masyarakat yang tinggal di Pulau, tentu saja masyrakat menggunakan jasa 
angkutan laut dengan perahu mesin maupun speed boat. 
4.2.3 Analisis Indikasi Kebutuhan Lokasi Rencana Pelabuhan (Short List) 
Alternatif lokasi rencana pelabuhan berupa hasil pengkerucutan daftar 
panjang lokasi rencana pelabuhan laut yang berdasarkan hasil tabulasi seluruh 
lokasi pelabuhan eksisting dan rencana di Kabupaten Minahasa Utara, yang 
kemudian diseleksi melalui eliminasi bedasarkan Identifikasi Eksisting Pelabuhan, 
Skala Pelayanan, Aksesibiltas, Topografi, pola ruang dan yang terakhir melalui 
potensi dan masalah. 
 Menurut jarak pelayanan terdapat pula pelabuhan yang berdekatan 
sehingga sulit untuk di kembangkan 
 Terdapat beberapa pelabuhan yang termasuk dalam Taman Nasional 
seperti Mantehage dan Naen sehingga sulit di kembangkan 
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-1 -2 -3 -4 -5 -6 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 
1  Kema Kema PL √ √   
Kawasan 
Budidaya 
Tidak Beririsan Bitung Landai Darat 
Jalur Darat dengan 
jarak 13,6 km 
Jalur darat dengan 















Jalur Darat dengan 
jarak 29 km 
Jalur darat dengan 
jarak 5,9 km 
Jalan Aspal 
(Kondisi Baik) 












Jalur laut dengan 
jarak 44,2 km 
Jalur laut dengan 







    √   
Kawasan 
Budidaya 




Jalur laut dengan 
jarak 41,6 km 
Jalur laut dengan 




4 Gangga    PL √ √                   
a Gangga 1 
Likupang 
Barat 
    √   
Kawasan 
Budidaya 




Jalur laut dengan 
jarak 39 km 
Jalur darat dengan 
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4.3 Analisis Kebijakan Tata Ruang 
4.3.1 Analisis Pola Ruang 
Analisis Pola Ruang digunakan untuk menilai kebijakan terhadap sistem 
kawasan lindung dan budidaya yang direncanakan pemerintah daerah pada lokasi 
rencana pelabuhan. Penilaiaan kebijakan pola ruang dibagi menjadi 2 kelompok. 
Kedua kelompok tersebut memiliki indikator yang berbeda yang diukur 
berdasarkan rencana pola ruang di sekitar lokasi pelabuhan. Pembagian kelompok 
indikator dapat di lihat pada tabel di bawah 




Likupang - Permukiman dan perkebunan 
Bangka/Kahuku - Permukiman, hutan produksi terbatas 
Bangka/Lihunu - Permukiman, hutan produksi terbatas, dan 
pariwisata 
Gangga 1 - Permukiman dan pariwisata 
Kema - Permukiman, perkebunan, dan pariwisata 
Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa Utara 2013 
Tabel 4.18 Indikator Penilaian Kebijakan Pola Ruang 
Pola Ruang Nilai Indikator Penilaian 
Kawasan 
Budidaya 
5 Berada pada lokasi dengan kebijakan pola ruang yang 
berpotensi menghambat pembangunan pelabuhan (resiko 
terhadap dampak lingkungan paling kecil) 
Kawasan 
Lindung 
1 Berada pada lokasi dengan kebijakan pola ruang yang 
berpotensi menghambat pembangunan pelabuhan (resiko 
terhadap dampak lingkungan paling besar) 
 
Berdasarkan dari indikator tersebut, maka dapat dilakukan penilaian terhadap 
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Tabel 4.19 Penilaian Lokasi Studi berdasarkan Variabel Komponen Pola 
Ruang 
No. Kecamatan No. Lokasi Pola Ruang Nilai 
1 Kema 1 Kema Kawasan Budidaya 5 
2 Likupang Timur 2 Likupang Kawasan Budidaya 5 
3 Bangka/Kahuku Kawasan Budidaya 5 
  4 Bangka/Lihunu Kawasan Budidaya 5 
3 Likupang Barat 5  Gangga 1 Kawasan Budidaya 5 
Sumber: Hasil Analisis 
Berdasarkan hasil pembobotan kebijakan pola ruang dapat diketahui bahwa, 
keseluruhan lokasi pelabuhan studi yang mempunyai kebijakan pola ruang di 
sekitar lokasi berupa kawasan budidaya. Nilai dari pembobotan kebijakan pola 
ruang untuk pelabuhan tersebut adalah 5 
4.3.2 Analisis Struktur Ruang 
Analisis Struktur Ruang digunakan untuk menilai kebijakan terhadap 
sistem pusat kegiatan, jaringan prasarana dan sarana yang memiliki hubungan 
fungsional yang nantinya akan memplot lokasi pusat-pusat kegiatan, rencana 
sistem jaringan prasarana sarana (termasuk rencana pelabuhan dan infrastruktur 
pendukungnya) yang direncanakan pemerintah daerah. 
















Likupang Pusat Kegiatan 
Wilayah Promosi 
X X X X - - 
Bangka/K
ahuku 
PPL (Pusat Pelayanan 
Lokal) 
- -  X X - - 
Bangka/ 
Lihunu 
PPL (Pusat Pelayanan 
Lokal) 
- -  X X - - 
Gangga 1 PPL (Pusat Pelayanan 
Lokal) 
- -  X X - - 
Kema PKL (Pusat Kegiatan 
Lokal) 
X X X X - - 
Sumber: RTRW Provinsi 2014 dan Kabupaten Minahasa Utara 2013 
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Penilaian terhadap struktur ruang lokasi rencana pelabuhan di Kabupaten 
Minahasa Utara dapat dihitung dengan tiga tahapan yaitu: 
1. Mencari skor tiap kebijakan atau informasi per pelabuhan berdasarkan 
bobot. Bobot ditentukan dengan : 
Penilaian Kebijakan Bobot 
Kebijakan RIPN 5 
RTRW Provinsi 4 
RTRW Kabupaten 3 
Dishub Kabupaten 2 
Data Lain 1 
2. Skor total per kecamatan 
Skor Total = ∑ Skor Kebijakan Per Pelabuhan 
3. Nilai per kecamatan 
        Skor Total 
 Nilai = (------------------------------ x 9) + 1 
Skor Total Maksimal 
 
Tabel 4.21 Penilaian Lokasi Studi berdasarkan Variabel Komponen Struktur 
Ruang 
No. Lokasi 










          Bobot 5 4 3 2 1   
1 Kema 5 4 3 - - 12 10 
2 Bangka/ 
Kahuku 
- - 3 - - 3 3 
3 Bangka/ 
Lihunu 
- - 3 - - 3 3 
4 Likupang 5 4 3 - - 12 10 
5 Gangga 1 - - 3 - - 3 3 
Sumber: Hasil Analisis 
Berdasarkan di atas dapat dilihat bahwa Pelabuhan rencana yang memiliki nilai 3 
yaitu Pelabuhan Bangka/Lihunu, Bangka/Kahuku dan Gangga 1, karena hanya 
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disebutkan dalam kebijakan RTRW Kabupaten dan Tatrawil. Pelabuhan Kema 
dan Likupang memiliki nilai tertinggi sebesar 10. Hal tersebut dikarenakan RIPN, 
RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan Tatrawil telah menyebut pelabuhan 
tersebut. 
4.3.3 Analisis Kawasan Strategis 
Analisis kawasan strategis merupakan analisis untuk mengetahui 
pengembangan kawasan prioritas dengan fungsi tertentu sehingga nantinya akan 
mendapat kawasan-kawasan yang pengembangannya diprioritaskan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan tertentu (Ekonomi, Sosial, Hankam, dll) dan 
potensi keterkaitannya dengan rencana lokasi pelabuhan. 
Tabel 4.22 Keterangan Lokasi Studi berdasarkan Kawasan Strategis 
Lokasi RTRWN RTRW PROV RTRW KAB 
Likupang - - Kawasan pendayagunaan sumber daya 
alam 
Bangka/Kahuku - - Kawasan pertumbuhan ekonomi 
Bangka/Lihunu - - Kawasan pertumbuhan ekonomi 
Gangga 1 - - Kawasan pertumbuhan ekonomi 
Kema - Kawasan Koridor 
Ekonomi Bitung-
Kema-Airmadidi 
Kawasan pertumbuhan ekonomi  
Sumber: RTRW Provinsi 2014 dan Kabupaten Minahasa Utara 2013 
Penilaian terhadap kawasan strategis lokasi rencana pelabuhan di Kabupaten 
Minahasa Utara dapat dihitung dengan tiga tahapan yaitu: 
1. Mencari skor tiap kawasan strategis per pelabuhan berdasarkan bobot. 
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Penilaian Kebijakan Bobot 
Kebijakan RTRWN 5 
RTRW Provinsi 3 
RTRW Kabupaten 2 
2. Skor total per kecamatan 
Skor Total = ∑ Skor Kebijakan Per Pelabuhan 
3. Nilai per kecamatan 
Skor Total 
Nilai = (------------------------------ x 9) + 1 
Skor Total Maksimal 
 






















 Bobot   5 3 2 
























Gangga 1 - - 2 2 3 
Sumber: Hasil Analisis 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelabuhan yang memiliki nilai 
tertinggi ialah Pelabuhan Kema dengan nilai sebesar 6. Hal tersebut dikarenakan 
menurut RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten merupakan pelabuhan dalam 
kawasan strategis. Pelabuhan rencana Likupang, Bangka/Kahuku, 
Bangka/Lihunu, dan Gangga1 memiliki nilai sebesar 3, karena disebutkan dalam 
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RTRW Kabupaten sebagai kawasan strategis baik ekonomi atau daya dukung 
sumber daya alam. 
 
Gambar 4.18Peta Pola Ruang di Kabupaten Minahasa Utara 
 








Gambar 4.20Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Minahasa Utara 
4.4 Analisis Ekonomi Wilayah 
4.4.1 Analisis Deliniasi Wilayah Hinterland 
 Interaksi kawasan strategis yang memiliki fungsi ekonomi dengan wilayah 
sekitarnya dapat di bangun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi potensi-
potensi yang terdapat di sekitarnya. Potensi yang dimaksud adalah berupa potensi 
fisik wilayah, anatara lain kemampuan lahan, potensi sosial ekonomi berupa 
preferensi masyarakat dan aktifitas utama masyarakat. Identifikasi terhadap sub 
wilayah mana yang layak menjadi pusat dan yang menjadi hinterland juga 
diperlukan untuk dapat menetapkan dimana seharusnya berbagai aktifitas 
dilaksanakan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti aksesibilitas jalan 
darat, laut dan lain-lain. Penentuan wilayah hinterland dilakukan berdasarkan 
beberapa kriteria berikut: 
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a. Posisi rencana pelabuhan dan pelabuhan sekitar, yakni untuk mengetahui 
batas deliniasi wilayah hinterland masing-masing lokasi studi untuk 
memprioritaskan lokasi yang belum terlayani oleh pelabuhan eksisting 
(bukan wilayah hinterland pelabuhan lain). 
b. Jaringan transportasi dan akses ke pelabuhan, yakni untuk mengetahui 
komponen pendukung berupa kondisi jalan akses dari dan menuju lokasi 
studi untuk memprioritaskan lokasi yang memiliki kondisi aksesibilitas 
yang baik (dilihat dari sudut pandang ekonomi). Atau pun pada kondisi 
tertentu dapat memprioritaskan lokasi dengan akses jalan yan tidak 
memadai atau terisolir, dengan tujuan membahas akses transportasi bagi 
masyarakat (di lihat dari sudut pandang sosial). 
c. Tata guna lahan, yakni untuk mengetahui potensi komoditas yang dimiliki 
dan dapat dipasarkan, untuk memprioritaskan lokasi dengan komoditas 
unggulan tertentu yang di buktikan dengan tingginya angka produksi 
tahunan, dibandingkan dengan rata-rata produksi seluruh wilayah 
Kabupaten untuk komoditas yang sama. 
d. Rencana pengembangan wilayah, yakni untuk mengetahui pandangan 
kebijakan tata ruang terhadap masing-masing lokasi studi terhadap 
pertimbangan kawan strategis yang dimiliki, untuk memprioritaskan lokasi 
studi dengan fungsi kawasanbudidaya dan hirarki struktur ruang yang 
tinggi sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Kecamatan. 
Kondisi geografis, yakni untuk keberadaaan komponen 
pembatas/penghambat berupa benteng alam yang membatasi akses dari dan 
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menuju daerah tersebut, seperti pegunungan, tebing, sungai (tanpa jembatan), dan 
lain-lain. 
4.4.2 Analisis Location Quentient (LQ) 
Analisa potensi hinterland merupakan penilaiaan atas jumlah produksi 
komoditas tertentu yang dihasilkan oleh wilayah hinterland pelabuhan. Analisa ini 
mengacu pada hasil perhitungan analisis LQ dan mempertimbangkan isu 
pengembangan tertentu yang sedang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten. 
LQ adalah suatu teknik analisis yang merupakan cara permulaan untuk 
mengetahui ke kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Pada 
dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu 
sektor dengan wilayah yang di selidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada 
daerah yang lebih luas (Warpani, 1984:68). Dimana ada studi ini, daerah yang 
diselidiki adalah Kecamatan dan daerah yang lebih luas adalah Kabupaten, 
sehingga dapat diketahui spesialisasi kegiatan produksi pada masing-masing 
kecmatan/Kecamatan dalam Kabupaten tersebut. Perbandingan relatif ini dapat 
dinyatakan secara matematika sebagai berikut. 
Rumus:   LQ = (Si/S) / (Ni/N) 
Keterangan: 
Si = Jumlah produksi komoditas per Kecamatan 
S = Jumlah seluruh produksi komoditas per Kecamatan 
Ni = Jumlah produksi komoditas di Kabupaten 
N = Jumlah seluruh produksi kelompok komoditas Kabupaten 
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Location Quentient (LQ) ini biasanya digunakan untuk menghitung basis 
ekonomi suatu daerah, namun dalam penerpannya dapat digunakan sebagai alat 
untuk menghitung kemampuan penyediaan komoditi pada suatu daerah (Sitohang 
dalam Richardson, 1991:16). 
Jika: LQ>1, maka komoditi itu layak untuk diekspor ke daerah lain; 
LQ<1, maka komoditi itu diimpor dari daerah lain; dan 
LQ=1, maka hasil komoditi dikonsumsi untuk daerah itu sendiri 
Berdasarkan hasil analisis perhitungan Location Quentient (LQ) terhadap 
komoditi tanaman pangan, tanaman perkebunan, agrikultur di Kabupaten 
Minahasa Utara di setiap kecamatan di dapatkan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.24 Hasil Perhitungan LQ Tanaman Pangan Per Kecamatan 





1 Kema 3,320 1.48 Ekspor 
2 Kauditan 12,934 1.36 Ekspor 
3 Airmadidi 2,520 0.05 Impor 
4 Kalawat 2,520 0.49 Impor 
5 Dimembe 7,840 1.10 Ekspor 
6 Talawaan 9,800 2.03 Ekspor 
7 Wori 378 0.65 Impor 
8 Likupang Barat 781 0.32 Impor 
9 Likupang Timur 1,562 0.39 Impor 
10 Likupang Selatan 5,433 1.42 Ekspor 
Sumber: Minahasa Utara dalam Angka, 2015 





1 Kema - - - 
2 Kauditan 310 0.39 Impor 
3 Airmadidi - - - 
4 Kalawat 25 0.06 Impor 
5 Dimembe 326 0.55 Impor 
6 Talawaan - - - 
7 Wori 225 4.62 Ekspor 
8 Likupang Barat 1,613 31.72 Ekspor 
9 Likupang Timur 1,875 5.58 Ekspor 
10 Likupang 
Selatan 
449 1.41 Ekspor 
Sumber: Minahasa Utara dalam Angka, 2015 
c. Jagung 
No Kecamatan Produksi 
(Ton) 
LQ Hasil 
1 Kema 1,712 1.82 Ekspor 
2 Kauditan 3,592 0.90 Impor 
3 Airmadidi 3,762 0.17 Impor 
4 Kalawat 910 0.43 Impor 
5 Dimembe 2,635 1.12 Ekspor 
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6 Talawaan 2,781 1.38 Ekspor 
7 Wori 280 1.15 Ekspor 
8 Likupang Barat 1,064 1.06 Ekspor 
9 Likupang Timur 1,724 1.03 Ekspor 
10 Likupang 
Selatan 
1,305 0.82 Impor 
Sumber: Minahasa Utara dalam Angka, 2015 






1 Kema 2,987 1.39 Ekspor 
2 Kauditan 6,955 0.77 Impor 
3 Airmadidi 3,433 0.07 Impor 
4 Kalawat 6,789 1.39 Ekspor 
5 Dimembe 6,386 0.94 Impor 
6 Talawaan 2,356 0.51 Impor 
7 Wori 3,211 5.76 Ekspor 
8 Likupang Barat 3,098 1.35 Ekspor 
9 Likupang Timur 3,892 1.01 Ekspor 
10 Likupang 
Selatan 
3,345 0.92 Impor 






1 Kema 147 21.35 Ekspor 
2 Kauditan 158 2.99 Ekspor 
3 Airmadidi - - - 
4 Kalawat - - - 
5 Dimembe 6 0.16 Impor 
6 Talawaan - - - 
7 Wori - - - 
8 Likupang Barat - - - 
9 Likupang Timur 0.32 0.01 Impor 
10 Likupang 
Selatan 
- - - 












1 Kema - - - 
2 Kauditan 301 2.91 Ekspor 
3 Airmadidi 114 0.20 Impor 
4 Kalawat - - - 
5 Dimembe 108 1.39 Ekspor 
6 Talawaan - - - 
7 Wori - - - 
8 Likupang Barat - - - 
9 Likupang Timur 2 0.05 Impor 
10 Likupang 
Selatan 
- - - 






1 Kema 245 8.62 Ekspor 
2 Kauditan 789 3.61 Ekspor 
3 Airmadidi - - - 
4 Kalawat - - - 
5 Dimembe - - - 
6 Talawaan - - - 
7 Wori - - - 
8 Likupang Barat - - - 
9 Likupang Timur 106 1.15 Ekspor 
10 Likupang 
Selatan 
- - - 






1 Kema 415 1.40 Ekspor 
2 Kauditan 2,101 0.92 Impor 
3 Airmadidi 295 0.02 Impor 
4 Kalawat 3,929 3.20 Ekspor 
5 Dimembe 1,260 0.74 Impor 
6 Talawaan 690 0.59 Impor 
7 Wori 893 6.36 Ekspor 
8 Likupang Barat - - - 
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9 Likupang Timur 1,940 2.00 Ekspor 
10 Likupang 
Selatan 
- - - 
Sumber: Minahasa Utara dalam Angka, 2015 






1 Kema 28 0.35 Impor 
2 Kauditan 80 0.24 Impor 
3 Airmadidi 6 0.00 Impor 
4 Kalawat 24 0.28 Impor 
5 Dimembe 559 2.23 Ekspor 
6 Talawaan 15 0.16 Impor 
7 Wori 189 9.17 Ekspor 
8 Likupang Barat 636 7.48 Ekspor 




118 0.88 Impor 






1 Kema 374 4.23 Ekspor 
2 Kauditan 80 0.21 Impor 
3 Airmadidi 46 0.02 Impor 
4 Kalawat - - - 
5 Dimembe 1,002 3.58 Ekspor 
6 Talawaan 7 0.04 Impor 
7 Wori 7 0.30 Impor 
8 Likupang Barat 156 1.65 Ekspor 
9 Likupang Timur 167 1.06 Ekspor 
10 Likupang 
Selatan 
- - - 
Sumber: Minahasa Utara dalam Angka, 2015 
4.4.3 Analisis Potensi Hinterland 
Analisa potensi hinterland merupakan penilaiaan atas jumlah produksi 
komoditas tertentu yang dihasilkan oleh wilayah hinterland pelabuhan. Analisa ini 
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mengacu pada hasil perhitungan analisis LQ dan mempertimbangkan isu 
pengembangan tertentu yang sedang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten 
Minahasa Utara. Pada analisi LQ diketahui bahwa keseluruhan lokasi tersebut 
masuk dalam kategori impor (indicator LQ<1). Berikut ditampilkan rekapitulasi 
lokasi dan jenis komoditi ekspornya. 












Kakao Cengkeh Pala Pepaya Pisang 











































Gangga 1 Impor Ekspor Ekspor Ekspor Impor Impor Impor Impor Ekspor Ekspor 
Sumber: Hasil Analisis 
Penilaian terhadap potensi hinterland menjadi tiga kelompok. Ketiga 
kelompok tersebut memiliki indikator yang berbeda dan diukur berdasarkan 
banyaknya jenis komoditi yang diekspor pada suatu lokasi. Pembagian kelompok 
indicator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. 
Tabel 4.28 Indikator Klasifikasi Pembobotan Potensi Hinterland 
 Bobot Indikator 
1 Kawasan Hinterland memiliki potensi komoditas yang rendah 
5 Kawasan Hinterland memiliki potensi komoditas yang sedang 
sedang 
10 Kawasan Hinterland memiliki potensi komoditas yang tinggi 
Berdasarkan masing-masing indikator tersebut, maka dapat dilakukan 
penilaian terhadap potensi hinteland masing-masing lokasi studi, yaitu dapat 
dilihat pada tabel dibawah. 
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Tabel 4.29 Indikator Bobot Lokasi Studi Pada Variabel Potensi Hinterland 
No. Kecamatan Lokasi Jumlah Jenis Komoditi 
Ekspor 
Nilai  
1 Kema Kema 7 10 







3 Likupang Barat Gangga 1 5 5 
Sumber : Hasil Analisis 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pelabuhan Kema memiliki nilai 10 karena 
Kecamatan Kema memiliki 7 jumlah komoditi ekspor, Pelabuhan Likupang, 
Pelabuhan Bangka/Kahuku, dan Bangka/Lihunu memiliki nilai 10 karena 
Kecamatan Likupang Timur memiliki 6 jumlah komoditi ekspor, sedangkan 
Pelabuhan Gangga 1 memiliki nilai 5 karena Kecamatan Likupang Barat memiliki 
5 jumlah komoditi ekspor. 
4.4.4 Analisis Pertumbuhan Wilayah 
Analisis Pertumbuhan Wilayah merupakan penilaiaan atas tingkat 
pertumbuhan wilayah pada masing-masing wilayah hinterland lokasi studi. Nilai 
yang yang dihitung pada analisis ini adalah tingkat pertumbuhan PDRB perkapita 
yang diproporsikan ke masing-masing lokasi studi berdasarkan tingkat 
pertumbuhan penduduk, sehingga didapatkan tingkat pertumbuhan PDRB per 
kecamatan. Data pendukung adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.30 PDRB perkapita Wilayah Kabupaten 
Lokasi 
PDRB per kapita(Rp) 




6,408,039,560.00 7,183,558,410.00 8,252,755,900.00 9,534,005,000.00 11,054,350,000.00 
Sumber : PDRB Kabupaten Minahasa Utara 2015 
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Tabel 4.31 Jumlah Penduduk Per Kecamatan 2012-2016 
Kecamatan 
Jumlah Penduduk (jiwa) 
2011 2012 2013 2014 2015 
Kema 15,711 16,095 16,244 16,486 16,753 
Kauditan 24,105 24,323 24,355 24,383 24,508 
Airmadidi 27,541 28,088 28,224 28,512 28,854 
Kalawat 28,387 29,310 29,798 30,499 31,205 
Dimembe 23,330 23,629 23,654 23,729 23,891 
Talawaan 18,919 19,587 19,960 20,493 21,014 
Wori 17,341 17,445 17,666 17,882 18,045 
Likupang 
Barat 
15,682 15,821 16,040 16,238 16,418 
Likupang 
Timur 
14,798 15,045 15,471 15,733 16,070 
Likupang 
Selatan 
4,523 4,771 4,823 4,915 5,065 
Sumber : Minahasa Utara dalam Angka, 2015 
Selanjutnya dilakukan penghitungan dengan persamaan sebagai berikut 
Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dihitung PDRB setiap Kecamatan, 
yakni ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. 
PDRB Kecamatan = PDRB Perkapita x Jumlah Penduduk Kecamatan 
Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dihitung PDRB setiap Kecamatan, 
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Tabel 4.32 PDRB Per Kecamatan 2012 - 2016 
Kecamatan 
PDRB (Rp) 
Rerata (Rp) (y) 
2011 2012 2013 2014 2015 
Kema 100,676,709,527,160.00 115,619,372,608,950.00 134,057,766,839,600.00 157,177,606,430,000.00 185,193,525,550,000.00 138,544,996,191,142.00 
Kauditan 154,465,793,593,800.00 174,725,691,206,430.00 200,995,869,944,500.00 232,467,643,915,000.00 270,920,009,800,000.00 206,715,001,691,946.00 
Airmadidi 176,483,817,521,960.00 201,771,788,620,080.00 232,925,782,521,600.00 271,833,550,560,000.00 318,956,687,725,000.00 240,394,325,389,728.00 
Kalawat 181,905,018,989,720.00 210,550,096,997,100.00 245,915,620,308,200.00 290,777,618,495,000.00 344,950,991,750,000.00 254,819,869,308,004.00 
Dimembe 149,499,562,934,800.00 169,740,301,669,890.00 195,210,688,058,600.00 226,232,404,645,000.00 264,099,475,850,000.00 200,956,486,631,658.00 
Talawaan 121,233,700,435,640.00 140,704,358,576,670.00 164,725,007,764,000.00 195,380,364,465,000.00 232,290,583,725,000.00 170,866,802,993,262.00 
Wori 111,121,814,009,960.00 125,317,176,462,450.00 145,793,185,729,400.00 170,487,077,410,000.00 199,475,745,750,000.00 150,438,999,872,362.00 
Likupang Barat 100,490,876,379,920.00 113,651,077,604,610.00 132,374,204,636,000.00 154,813,173,190,000.00 181,484,791,125,000.00 136,562,824,587,106.00 
Likupang Timur 94,826,169,408,880.00 108,076,636,278,450.00 127,678,386,528,900.00 149,998,500,665,000.00 177,637,877,325,000.00 131,643,514,041,246.00 
Likupang Selatan 28,983,562,929,880.00 34,272,757,174,110.00 39,803,041,705,700.00 46,859,634,575,000.00 55,990,282,750,000.00 41,181,855,826,938.00 
Rata-rata 167,212,467,653,339.00 
Sumber: Hasil Analisis 
Tabel 4.33 Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Kecamatan 2012 - 2016 
Kecamatan Laju pertumbuhan ekonomi (Rp.-) 
Ratio 
(ri) 
2011-2012 2012-2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2011 - 2015 
Kema 14,942,663,081,790.00 18,438,394,230,650.00 23,119,839,590,400.00 28,015,919,120,000.00 0.253113641 
Kauditan 20,259,897,612,630.00 26,270,178,738,070.00 31,471,773,970,500.00 38,452,365,885,000.00 0.238822551 
Airmadidi 25,287,971,098,120.00 31,153,993,901,520.00 38,907,768,038,400.00 47,123,137,165,000.00 0.230668046 
Kalawat 28,645,078,007,380.00 35,365,523,311,100.00 44,861,998,186,800.00 54,173,373,255,000.00 0.236896768 
Dimembe 20,240,738,735,090.00 25,470,386,388,710.00 31,021,716,586,400.00 37,867,071,205,000.00 0.232329338 
Talawaan 19,470,658,141,030.00 24,020,649,187,330.00 30,655,356,701,000.00 36,910,219,260,000.00 0.237977054 
Wori 14,195,362,452,490.00 20,476,009,266,950.00 24,693,891,680,600.00 28,988,668,340,000.00 0.274118535 
Likupang Barat 13,160,201,224,690.00 18,723,127,031,390.00 22,438,968,554,000.00 26,671,617,935,000.00 0.269933443 
Likupang Timur 13,250,466,869,570.00 19,601,750,250,450.00 22,320,114,136,100.00 27,639,376,660,000.00 0.285440633 
Likupang Selatan 5,289,194,244,230.00 5,530,284,531,590.00 7,056,592,869,300.00 9,130,648,175,000.00 0.205163324 
  Rata-rata 0.24644633 
Sumber: Hasil Analisis 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui nilai rerata PDRB dan 
laju pertumbuhannya per kecamatan. Kemudian menggunakan teknik analisis 
Tipologi Klassen, dapat dicari tipe lokasi studi berdasarkan tingkat pertumbuhan 
wilayahnya. Tipologi Klassen melakukan pengelompokkan wilayah berdasarkan 
dua karakteristik yang dimiliki wilayah tersebut yaitu PDRB perkapita dan laju 
pertumbuhan ekonomi. Sjafrizal (1997: 27-38) menjelaskan bahwa dengan 
menggunakan alat anlisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan 
masing-masing daerah yaitu: 
1. Kuadran I yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth 
and high income), merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 
ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata. 
2. Kuadran II yaitu daerah yang berkembang cepat (high growth but high 
income), merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih 
tinggi tetapi pendapatan perkapitanya lebih rendah disbanding rata-rata. 
3. Kuadran III yaitu daerah maju tetapi tertekan (low growth but high 
income), merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya 
lebih rendah tetapi pendapatan perkapita lebih tinggi disbanding rata-rata. 
4. Kuadran IV yaitu daerah relative tertinggal (low growth and low income), 
merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan 
perkapitanya lebih rendah disbanding rata-rata. 
Dengan berlandaskan dua karakteristik dasar yang dimiliki setiap daerah 
yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB maka daerah-daerah tersebut dapat 
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dikelompokkan kedalam empat kelompok sehingga tiap kelompok memilki pola 
dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda. 
Tabel 4.34 Tabel Matriks Kriteria Tipologi Klassen 
y 
r 
yi > y yi < y 
ri > r Daerah Tumbuh Cepat 
(Kuadran I) 
Daerah Sedang Tumbuh 
(Kuadran II) 
ri < r Daerah Tertekan 
(Kuadran III) 
Daerah Relatif Tertinggal 
(Kuadran IV) 
Keterangan: 
ri : Ratio Pertumbuhan Ekonomi Wilayah i 
r : Ratio Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Acuan (rasio rerata pertumbuhan 
kecamatan) 
yi : PDRB Wilayah i 
y : PDRB Wilayah Acuan (rerata PDRB per kecamatan) 
Berdasakan hasil penilaian per kecamatan menggunakan tipologi Klassen, 
kemudian dilakukan penilaian terhadap lokasi studi yang dibagi menjadi tiga 
kelompok. Ketiga kelompok tersebut memiliki indikator yang berbeda. 
Pembagian kelompok indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.35 Indikator Klasifikasi Pembobotan Tingkat Pertumbuhan Wilayah 
Bobot Indikator 
10 Berada pada kuadran IV (Daerah Relatif Tertinggal) Tipologi Klassen 
5 Berada pada kuadran II (Daerah Sedang Tumbuh) dan Kuadran III (Daerah 
Tertekan) Tipologi Klassen 
1 Berada pada kuadran I (Daerah Tumbuh Cepat) Tipologi Klassen 
Sumber : Hasil Analisis 
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Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dilakukan penilaian terhadap 
variabel  pertumbuhan wilayah hinterland untuk masing-masing lokasi studi, 
dapat dilihat pada tabel berikut. 











































Sumber : Hasil Analisis 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan wilayah di Lokasi 
studi adalah daerah sedang tumbuh (kwadran II).Di lokasi Pelabuhan Kema, Likupang, 
Bangka/Kahuku, Bangka/Lihunu, dan Gangga 1 menurut Tipologi Klassen berada pada 
Daerah Sedang Tumbuh. 
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4.5 Analisis Sosial Kependudukan 
4.5.1 Analisa Kependudukan 
Analisa kependudukan pada studi ini dilakukan dengan menghitung 
kepadatan penduduk di wilayah studi yaitu mulai dari kepadatan penduduk kota, 
kecamatan hingga kepadatan penduduk pada lokasi rencana pelabuhan. Kepadatan 
penduduk didapatkan dengan membandingkan jumlah penduduk di wilayah studi 
dengan luas wilayah studi. Kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui lokasi 
mana saja yang memiliki kepadatan tinggi hingga kepadatan rendah 
4.5.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 
Kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara didapatkan dengan 
membandingkan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan dengan luas 
wilayah kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara dapat 
dilihat pada tabel berikut. 




Luas/km2 Kepadatan Penduduk 
Kema 16,095 78.76 204.4 
Kauditan 24,395 108.20 225.5 
Airmadidi 28,088 86.66 324.1 
Kalawat 29,310 39.03 751.0 
Dimembe 23,654 166.43 142.1 
Talawaan 19,587 82.51 237.4 
Wori 17,666 90.70 194.8 
Likupang Barat 16,745 104.29 160.6 
Likupang Timur 16,248 290.84 55.9 
Likupang 
Selatan 
5,054 11.82 427.6 
Sumber: Minahasa Utara dalam Angka, 2015 
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Berdasarkan data tabel diatas, kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara 
dapat diperjelas dengan grafik berikut ini. 
Gambar 4.24 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Minahasa Utara 
Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi 
adalah Kecamatan Kalawat, sedangkan kecamatanyang memiliki kepadatan 
penduduk terendah adalah Kecamatan Likupang Timur. Kepadatan penduduk 
tersebut dapat mempengaruhi perkembangan dari kecamatan tersebut. Kecamatan 
yang memiliki kepadatan tertinggi cenderung lebih cepat berkembang apabila juga 
didukung dengan fasilitas yang lengkap. 
4.5.1.2 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Lokasi Studi 
Kecamatan yang terpilih menjadi lokasi pelabuhan rencana hanya terdapat 
3 kecamatan yaitu Kecamatan Kema, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan 
Likupang Timur. Kepadatan penduduk akan dihitung pada ketiga kecamatan 
tersebut untuk mengetahui lokasi mana yang memiliki kepadatan penduduk 






















140 | P a g e  
 
membandingkan jumlah penduduk tiap desa/kelurahan pada masing-masing 
kecamatan dengan luas desa/kelurahan tersebut. 
A. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kema 
Kepadatan penduduk di Kecamatan Kema dihitung dengan 
membandingkan jumlah penduduk tiap desa/kelurahan di Kecamatan Kema 
dengan luas dari masing-masing desa/kelurahan tersebut. Berikut merupakan 
kepadatan penduduk di Kecamatan Kema. 




Luas/km2 Kepadatan Penduduk 
Makalisung 860 16.0 53.8 
Waloe 881 25.6 34.5 
Lilang 725 22.7 31.9 
Lansot 423 11.1 38.1 
Kema Tiga 3862 0.9 4291.1 
Kema Dua 2361 1.3 1888.8 
Kema Satu 3358 7.0 479.7 
Tontalete 2235 20.0 111.8 
Tontalete Rok-
Rok 
512 4.5 113.8 
Waleo Dua 816 11.9 68.3 
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Gambar 4.25 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kema 
Kecamatan Kema terdiri dari 10 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 
dan luas desa yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui 
bahwa Desa Kema Tiga merupakan desa yang memiliki kepadatan penduduk 
tertinggi di Kecamatan Kema dengan jumlah kepadatan sebesar 4291,1 jiwa/km². 
Sedangkan desa yang memiliki kepadatan terendah yaitu Desa Lilang dengan 
kepadatan sebesar 31,9 jiwa/km². Hal tersebut disebabkan karena Desa Kema Tiga 
memiliki luas wilayah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan desa lainnya. 
B. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Likupang Timur 
Kepadatan penduduk di Kecamatan Likupang Timur dihitung dengan 
membandingkan jumlah penduduk tiap desa/kelurahan di Kecamatan Likupang 
Timur dengan luas dari masing-masing desa/kelurahan tersebut. Berikut 
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Sarawet 1062 10.27 103.4 
Likupang Dua 2763 2.5 1105.2 
Likupang Satu 1975 5 395.0 
Wineru 1304 7.5 173.9 
Maen 1324 7 189.1 
Winuri 1259 11.46 109.9 
Pinenek 731 40.25 18.2 
Rinondoran 1158 6.39 181.2 
Kalinaun 1364 4.18 326.3 
Marinsow 687 14.39 47.7 
Pulisan 524 8.02 65.3 
Lihunu 1167 14.26 81.8 
Kahuku 480 9.97 48.1 
Libas 520 6.42 81.0 
Likupang 
Kampung Ambong 
1256 5 251.2 
Resetlemen 235 2.5 94.0 
Kinunang 290 5 58.0 
Ehe 463 6.3 73.5 
Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Likupang Timur, 2015 
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 Kecamatan Likupang Timur terdiri dari 18 desa/kelurahan dengan jumlah 
penduduk dan luas desa yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel di atas, dapat 
diketahui bahwa Desa Likupang Dua merupakan desa yang memiliki kepadatan 
penduduk tertinggi di Kecamatan Likupang Timur dengan jumlah kepadatan 
sebesar 1105,2 jiwa/km². Sedangkan desa yang memiliki kepadatan terendah yaitu 
Desa Pinenek dengan kepadatan sebesar 18,2 jiwa/km². Hal tersebut disebabkan 
karena Desa Pinenek memiliki luas wilayah yang sangat besar jika dibandingkan 
dengan desa lainnya.  
C. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Likupang Barat 
Kepadatan penduduk di Kecamatan Likupang Barat dihitung dengan 
membandingkan jumlah penduduk tiap desa/kelurahan di Kecamatan Likupang 
Barat dengan luas dari masing-masing desa/kelurahan tersebut. Berikut 
merupakan kepadatan penduduk di Kecamatan Likupang Barat. 




Luas Wilayah Kepadatan 
Palaes 1254 41.6 30.1 
Maliambao 997 5.6 178.0 
Termaal 860 3.5 245.7 
Jayakarsa 942 2.14 440.2 
Paputungan 846 3.5 241.7 
Tanah Putih 898 3.5 256.6 
Sonsilo 783 3.5 223.7 
Tarabitan 995 3.5 284.3 
Serey 1489 3.5 425.4 
Bahoi 558 2 279.0 
Mubune 517 1.97 262.4 
Munte 1531 6.25 245.0 
Gangga Satu 1610 1.14 1412.3 
  
 





Luas Wilayah Kepadatan 
Gangga Dua 781 1.35 578.5 
Aer Banua 562 3.37 166.8 
Talise 603 7.94 75.9 
Kinabuhutan 1081 1.49 725.5 
Tambun 650 6.27 103.7 
Wawunian 443 1.64 270.1 
Bulutui 688 1.63 422.1 
Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Likupang Barat, 2015 
Gambar 4.27 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Likupang Barat 
4.5.1.3 Penilaian Variabel Sosial Kependudukan di Lokasi Studi 
Penailaian untuk variabel sosial kependudukan pada studi ini dilakukan 
dengan menggabungkan dua sub variabel yaitu jumlah penduduk dan kepadatan 
penduduk pada lokasi studi. Hal ini digunakan untuk mengetahui lokasi manakah 
yang sangat membutuhkan adanya perencanaan pelabuhan. 
Lokasi pelabuhan yang direncanakan hanya terdapat pada 3 kecamatan 
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Barat. Oleh karena itu, Penentuan skor untuk jumlah penduduk di tiap kecamatan 
di tentukan sebagai berikut. 
Tabel 4.41 Skor Jumlah Penduduk di Tiap Kecamatan 
Kriteria Penilaian Skor 
Memiliki jumlah penduduk tertinggi jika dibandingkan 
dengan kecamatan lainnya 
10 
Memiliki jumlah penduduk sedang jika dibandingkan 
dengan kecamatan lainnya 
5 
Memiliki jumlah penduduk terendah jika dibandingkan 
dengan kecamatan lainnya 
1 
 
 Penentuan skor tersebut di dasarkan pada kebutuhan penduduk, Apabila 
suatu kecamatan memilki jumlah penduduk yang tinggi, maka sangat dibutuhkan 
penyediaan fasilitas yang lengkap sehingga dapat membantu kelangsungan hidup 
masyarakat dan mempercepat perkembangan kecamatan tersebut. Oleh karena itu, 
kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi mendapat skor tertinggi, 
sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit mendapat 
skor terendah.  
Penentuan skor untuk jumlah penduduk di tiap lokasi pelabuhan yaitu 
didasarkan pada range jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut. 
Tabel 4.42 Skor Jumlah Penduduk di Tiap Lokasi Pelabuhan 
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Penentuan skor untuk jumlah penduduk di tiap lokasi pelabuhan sama 
dengan penentuan skor untuk jumlah penduduk di tiap kecamatan. Penentuan skor 
didasarkan pada kebutuhan penduduk yaitu penduduk yang banyak tentu lebih 
membutuhkan penyediaan failitas yang lengka dibandingkan dengan penduduk 
yang sedikit. Oleh karena itu, lokasi yang memiliki jumlah penduduk lebih tinggi 
mendapat skor lebih tinggi. 
Jumlah Kepadatan di tiap kecamatan juga dilakukan skoring, yaitu sebagai 
berikut 
Tabel 4.43 Skor Kepadatan Penduduk di Tiap Kecamatan 
Kriteria Penilaian Skor 
Memiliki kepadatan penduduk tertinggi jika dibandingkan dengan 
kecamatan lainnya 
10 
Memiliki kepadatan penduduk sedang jika dibandingkan dengan 
kecamatan lainnya 
5 
Memiliki kepadatan penduduk terendah jika dibandingkan 
dengan kecamatan lainnya 
1 
 
Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi mendapat ekor tertinggi, 
sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk rendah mendapat skor 
terendah. Penentuan tersebut didasarkan pada keterjangkauan masyarakat. 
Kecamatan yang meiliki kepadatan lebih tinggi tentu lebih mudah mengakses 
fasilitas cenderung berada di lokasi yang berjauhan dengan fasilitas yang ada 
sehingga sulit mengaksesnya. 
Skoring juga dilakukan untuk menilai kepadatan penduduk di tiap lokasi 
pelabuhan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 4.44 Skor Kepadatan Penduduk di Tiap Lokasi Pelabuhan 








Penentuan skor untuk kepadatan penduduk di tiap lokasi pelabuhan di 
dasarkan pada range yang ada. Lokasi yang memiliki kepadatan lebih tinggi 
mendapat skor lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. 
Apabila masing-masing skor untuk tiap kecamatan dan lokasi pelabuhan 
telah diketahui, maka selanjutnya dilakukan penjumlahan untuk semua skor 
tersebut, sehingga didapatakan total skor untuk masing-masing lokasi pelabuhan. 
Perhitungan total skor pada tiap lokasi pelabuhan yaitu digambarkan dengan 
persamaan sebagai berikut. 
Total skor tiap lokasi pelabuhan = JPa + JPb + KPa + KPb  
Keterangan: 
JPa : Jumlah Penduduk Kecamatan 
JPb : Jumlah Penduduk Lokasi Pelabuhan 
KPa : Kepadatan Penduduk Kecamatan 
KPb : Kepadatan Penduduk Lokasi Pelabuhan 
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 Total skor apabila telah didapatkan, maka selanjutnya dilakukan penilaian 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
Nilai = (         x         x 9) + 1 
Total skor maksimal 
 
X = total skor di tiap lokasi pelabuhan 
Penilaian untuk variabel sosial kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut. 































1105 10 31 8 
Bangka/Kah
uku 
480 2 48 1,4 14,4 4 
Bangka/Lihu
nu 
1167 6 82 1,4 18,4 5 
Kema Kema 16033 1 2361 10 711 10 1889 10 31 8 
Likupang 
Barat 
Gangga 1 18088 5 1610 8 343 5 1412 10 28 7 
Sumber: Hasil Analisis 
Berdasarkan Tabel 4.45 dapat diketahui bahwa nilai yang didapatkan untuk 
variable sosial kependudukan sangat beragam, namun tidak terdapat lokasi 
pelabuhan yang mendapat nilai maksimal yaitu 10. Lokasi pelabuhan yang 
mendapat nilai tertinggi adalah Pelabuhan Likupang dan Pelabuhan Kema dengan 
nilai 8. Hal ini menunjukkan lokasi tersebut sangat berpotensi untuk menjadi 
prioritas pembangunan pelabuhan apabila ditinjau dari kondisi sosial 
kependudukan. Sedangkan pelabuhan yang mendapat nilai terendah adalah 
Pelabuhan Kahuku yaitu mendapat nilai 4. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi 
tersebut kurang berpeluang untuk dibangun pelabuhan. Pada studi ini, 
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pembangunan pelabuhan lebih diarahkan pada lokasi yang memiliki nilai tertinggi 
untuk variabel sosial kependudukannya. 
4.6 Analisis Teknis Lokasi 
4.6.1 Analisis Topografi dan Kelerengan 
Analisis topografi digunakan untuk melihat ketinggian di lokasi 
pelabuhan, dan sekitar pelabuhan, yang mana semakin rendah topografinya maka 
nilainya akan semakin bagus. Analisis topografi dibagi menjadi 3 indikator 
kelompok penilaian, kelompok topografi serta bobot yang diberikan, dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
Tabel 4.46 Indikator Klasifikasi Pembobotan berdasarkan Variabel 
Topografi dan Kelerengan 
Nilai Ketinggian Bobot Indikator 
>100 meter 1 Hasil permodelan topografi memiliki nilai rendah 
50-100 meter 5 Hasil permodelan topografi memiliki nilai sedang 
0-50 meter 10 Hasil permodelan topografi memiliki nilai tinggi 
 
Analisis topografi didapatkan dari peta topografi, kemiringan, dan 
kelerengan yang dapat menentukan tinggi tiap lokasi maka dari hal tersebut dapat 
di berikan pembobotan terhadap topografi yang ada di lokasi pelabuhan seperti 
tabel berikut. 
Tabel 4.47 Penilaian Bobot Lokasi Studi Pada Variabel Topografi dan 
Kelerengan 
No Kecamatan No Lokasi Nilai Ketinggian Nilai 
1 Kema 1 Kema 0-50 meter 10 
2 
Likupang Timur 









3 Likupang Barat 5 Gangga 1 0-50 meter 10 
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Sumber : Minahasa Utara dalam Angka, 2015 
Dari pembobotan diatas dapat di simpulkan yang memiliki bobot tertinggi 
yang berarti kelerengan berada di lereng rendah dan merupakan lokasi baik untuk 
pelabuhan yaitu keseluruhan lokasi rencana pelabuhan. Rata- rata ketinggian pada 
pelabuhan berada pada 7 meter diatas permukaan laut. 
4.6.2 Analisis Bathimetri 
Ukuran kedalaman atau disebut bathimetri merupakan gambaran tentang 
topografi di dasar laut yang di tentukan oleh perubahan kedalaman laut. Analisis 
bathimetri dilakukan dengan melihat kedalaman laut yang mana jika semakin 
tinggi nilai draf di atas 10 maka akan memiliki nilai yang bagus dan merupakan 
lokasi yang baik untuk pelabuhan. Selanjutnya indikator pembobotan dibagi 
menjadi 3 kelompok penilaiaan, kelompok penilaiian bathimetri serta bobot yang 
diberikan dapat dilihat pada tabel di bawah. 
Tabel 4.48Indikator Klasifikasi Pembobotan Kondisi Bathimetri 
Nilai Ketinggian Bobot Indikator 
<-5 meter 1 Hasil permodelan bathimetri memiliki nilai rendah 
(-5)– (-10) meter 5 Hasil permodelan bathimetri memiliki nilai sedang 
>-10 meter 10 Hasil permodelan bathimetri memiliki nilai tinggi 
 
Analisis Bathimetri untuk beberapa pelabuhan rencana dapat di lihat pada 
tabel berikut ini 
Tabel 4.49Penilaian Bobot Lokasi Studi Pada Variabel Bathimetri 






1 Kema 1 Kema -23 10 
2 Likupang Timur 
2 Likupang -12 10 
3 Bangka/Kahuku -15 10 
  
 
151 | P a g e  
 
4 Bangka/Lihunu -28 10 
3 Likupang Barat 5 Gangga 1 -63 10 
Sumber: Peta Dishidros 
Dari pembobotan diatas dapat di simpulkan bahwa masing-masing lokasi 
pelabuhan memiliki kedalaman >-10 meter sehingga masing-masing pelabuhan 
memiliki nilai 10 
4.6.3 Analisis Hidro-Oceanografi 
A. Kondisi Hidro Oceanografi Minahasa Utara 
 Tinggi dan Periode Gelombang 
Faktor utama yang mempengaruhi tinggi gelombang yang dibangkitkan 
oleh angina adalah kecepatan angin rata-rata, lamanya waktu angina bertiup 
(durasi), jarak dimana angina bertiup (fetch) dan kekasaran muka laut (sea state). 
Kombinasi ketiga faktor ini menghasilkan gelombang dengan tinggi yang 
berbeda. Semakin besar nilai-nilai dari faktor kecepatan angin, durasi dan panjang 
fetch maka akan menghasilkan gelombang yang lebih tinggi 
Sumber: BMKG Kabupaten Minahasa Utara 2015 




152 | P a g e  
 
Sebagian besar wilayah Kabupaten Minahasa Utara memiliki daerah 
sungai yang relatif datar dengan kedalaman antara 10-25 meter pada sungai-
sungai besar sedangkan sungai kecil memiliki kedalaman 5-10 meter. Selanjutnya 
dibagi menjadi tiga indikator kelompok penilaian, kelompok penilaian hidro-
oceanografi serta bobot yang di berikan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.50Penilaian Bobot Lokasi Studi Pada Variabel Hidro Oceanografi 
Bobot Indikator 
1 Hasil permodelan hidro-oceanografi memiliki nilai rendah 
5 Hasil permodelan hidro-oceanografi memiliki nilai sedang 
10 Hasil permodelan hidro-oceanografi memiliki nilai tinggi 
 
Analisis hidro-oceanografi didapatkan dengan melihat grafik dan peta 
yang terdapat pada materi sebelumnya. Maka didapatkan pembobotan terhadap 
komponen hidro-oceanografi yang ada di lokasi pelabuhan seperti tabel berikut. 
Tabel 4.51Penilaian Bobot Lokasi Studi Pada Variabel Hidro-Oceanografi 








1 Kema 1 Kema 
Kurang aman 










dengan teluk dan 












5 Gangga 1 
Kurang aman 
dari angin barat Rendah 1 
Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa Utara 2013 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Kecamatan Likupang Timur, 
yaitu Pelabuhan Likupang, Kahuku, dan Lihunu memiliki nilai nilai hidro 
oceanografi tinggi sehingga diklasifikasikan mendapat nilai 10. Sedangkan 
Pelabuhan Kema dan Gangga 1 memiliki nilai hidro oceanografi rendah sehingga 
diklasifikasikan mendapat nilai 1. 
4.6.4 Analisis Klimatologi 
A. Kondisi Arah dan Kecepatan Angin 
Angin memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap proses 
perubahan garis pantai yang terjadi, karena angina merupakan salah satu variabel 
yang membangkitkan gelombang, semakin besar hembusan angina maka semakin 
tinggi pula gelombang yang dihasilkan. Variabel angin digunakan sebagai 
pembangkit gelombang di laut dalam. Arah dan kecepatan angina selanjutnya 





























Sumber : BMKG Kabupaten Minahasa Utara 2015 
Gambar 4.29Arah dan Kecepatan Angin di Kabupaten Minahasa Utara 
Berdasarkan data kecepatan angina dari BMKG Minahasa Utara, 
menunjukkan bahwa selama 10 tahun arah angina dominan dari utara sebesar 
23,3%. Kecepatan angina berkisar antara >8 m/s. 
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Sumber: BMKG Kabupaten Minahasa Utara 
Gambar 4.30 Windrose di Kabupaten Minahasa Utara 2005-2015 
 
Tabel 4.52Tabel Curah Hujan di Kabupaten Minahasa Utara 2015 















Sumber: Minahasa Utara dalam Angka 2015 
Analisis klimatologi digunakan sebagai salah satu proses mengevaluasi 
mengenai tingkah laku cuaca suatu tempat atau wilayah yang berulang selama 
jangka waktu tertentu. Klimatologi sangat berperan dalam penentuan suatu 
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pelabuhan dikarenakan akan mempengaruhi pergerakan lalulintas pelabuhan. 
Tabel berikut merupakan indikator klasifikasi variabel klimatologi. 
Tabel 4.53Indikator Klasifikasi pada Variabel Klimatologi 
Bobot Indikator 
1 Hasil permodelan klimatologi memiliki nilai rendah 
5 Hasil permodelan klimatologi memiliki nilai sedang 
10 Hasil permodelan klimatologi memiliki nilai tinggi 
 
Tabel 4.54 Indikator Klasifikasi pada Variabel Klimatologi 










2 Likupang 2862 10 
3 Bangka/Kahuku 2862 10 




5 Gangga 1 2862 10 
Sumber: Minahasa Utara dalam Angka 2015 
Data–data curah hujan yang ditampilkan di atas merupakan data curah 
hujan di Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan, karena di tiap kecamatan 
belum mempunyai stasiun pengamat cuaca. Curah hujan Kabupaten Minahasa 
Utara sebesar 2862 mm/tahun diklasifikasikan dengan nilai 10, karena termasuk 
kategori curah hujan tinggi. 
4.6.5 Analisis Lahan 
Analisis lahan digunakan sebagai salah satu proses mengevaluasi 
mengenai indikasi status pemilikan lahan pada lokasi rencana pelabuhan. Status 
pemilikan lahan berperan dalam penentuan suatu pelabuhan dikarenakan akan 
mempengaruhi biaya saat pembebasan lahan bila ada.. Tabel berikut merupakan 
indikator klasifikasi variabel lahan. 
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Tabel 4.55Indikator Klasifikasi pada Variabel Lahan 
Bobot Indikator 
10 Status Pemilikan Lahan adalah Tanah Pemerintah Daerah 
5 Status Pemilikan Lahan adalah Tanah Masyarakat 
1 Status Pemilikan Lahan adalah Tanah Adat 
Tabel 4.56Penilaian Bobot Lokasi Studi berdasarkan Variabel Lahan 
No Kecamatan No Lokasi Pelabuhan Pemilik Lahan Nilai 
1 Kema 1 Kema Pemerintah 10 
2 Likupang Timur 
2 Likupang Pemerintah 10 
3 Bangka/Kahuku Pemerintah 10 
4 Bangka/Lihunu Pemerintah 10 
3 Likupang Barat 5 Gangga 1 Pemerintah 10 
Sumber: Hasil Survey Lapangan 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua lokasi pelabuhan status 
pemilikan lahan adalah pemerintahsehingga memiliki nilai 1. Keselurahan lahan 
di sekitar lokasi sudah dimiliki oleh pemerintah 
 
Gambar 4.31Peta Bathimetri di Kabupaten Minahasa Utara 
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Gambar 4.32Peta Bathimetri di Sekitar Pelabuhan Kema 
 
 
Gambar 4.33Peta Bathimetri di Sekitar Pelabuhan Likupang 
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Gambar 4.35 Peta Bathimetri di Sekitar Pelabuhan Lihunu 
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Gambar 4.37 Peta Hidro Oceanografi Kabupaten Minahasa Utara 
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4.7 Indikasi Kelayakan Lokasi Calon Pelabuhan Baru 
4.7.1 Analisis Pembobotan 
Pada pembahasan ini menampilkan rekapitulasi hasil penilaian 
berdasarkan masing-masing indikator dan perolehan data, yang menggambarkan 
karakteristik lokasi dalam sudut pandang kemungkinandibangun pelabuhan. 
Hasilnya kemudian diproporsikan berdasarkan bobot masing-masing aspek dan 
sub aspek. Jumlah lokasi dinilai setelah melalui tahap uji kesesuaian lokasi adalah 
5 lokasi, yakni dengan total 16 lokasi, 10 lokasi pada kondisi eksisting pelabuhan, 
dan 1 lokasi pada jarak antar pelabuhan. Adapun aspek yang di bobotkan pada 
studi ini meliputi 6 aspek dengan 19 sub aspek variabel. Masing-masing sub 
variabel memiliki prosentase yang berbeda, secara ringkas adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.57Bobot Aspek Kelayakan yang Ditetapkan secara Nasional 
No. Aspek Bobot Sub Aspek 
Sub 
Bobot 
1 Aspek Kebijakan Tata 
Ruang 
20% Struktur Ruang 10% 
Kawasan Strategis 10% 
2 Aspek Ekonomi 
Wilayah 
25% Potensi Komoditas Hinterland 12% 
Indeks Pertumbuhan Wilayah 13% 
3 Aspek Sosial 
Kependudukan 
23% Jumlah Penduduk 23% 
4 Aspek Kelayakan 
Teknis Lokasi 
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Tabel 4.58 Rekapitulasi Analisis Pembobotan Berdasarkan Penilaian 








PR STR KS PKH IPW JP TK BH Ho KL  
Kema 1 Kema 5 9 6 10 5 8 10 10 1 10 74 
Likupang 
Timur 
2 Bangka/Lihunu 5 4 3 10 5 5 10 10 10 10 72 
3 Bangka/Kahuku 5 4 3 10 5 4 10 10 10 10 71 
4 Likupang 5 9 3 10 5 8 10 10 10 10 80 
Likupang 
Barat 
5 Gangga 1 5 4 3 5 5 7 10 10 1 10 60 
 
Keterangan: 
PR  = Pola Ruang    STR = Rencana Struktur Ruang  KS = Rencana Kawasan Strategis  
PKH = Potensi Komoditas Hinterland IPW = Indeks Pertumbuhan Wilayah JP =Jumlah Penduduk 
TK = Topografi dan Kelerengan  BA = Bathimetri    HO = Hidro Oceanografi 
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Tabel 4.59 Konversi Analisis Pembobotan berdasarkan Proporsi Bobot Masing-Masing Aspek/Sub Aspek 









PR STR KS PKH IPW JP TK BH Ho KL 
3% 3% 4% 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 
Kema 1 Kema 0.15 0.27 0.24 0.8 0.35 0.48 0.4 0.5 0.04 0.5 3.73 
Likupang 
Timur 
2 Bangka/Lihunu 0.15 0.12 0.12 0.8 0.35 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 3.64 
3 Bangka/Kahuku 0.15 0.12 0.12 0.8 0.35 0.24 0.4 0.5 0.4 0.5 3.58 
4 Likupang 0.15 0.27 0.12 0.8 0.35 0.48 0.4 0.5 0.4 0.5 3.97 
Likupang 
Barat 
5 Gangga 1 0.15 0.12 0.12 0.4 0.35 0.42 0.4 0.5 0.04 0.5 3 
 
Keterangan: 
PR  = Pola Ruang    STR = Rencana Struktur Ruang  KS = Rencana Kawasan Strategis  
PKH = Potensi Komoditas Hinterland IPW = Indeks Pertumbuhan Wilayah JP =Jumlah Penduduk 
TK = Topografi dan Kelerengan  BA = Bathimetri    HO = Hidro Oceanografi 
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4.7.2 Analisis Skala Prioritas 
Penentuan skala prioritas terhadap pembangunan pelabuhan di Kabupaten 
Minahasa Utara dengan menggunakan skala prioritas yang terklasifikasi antara 
tinggi, sedang dan rendah dapat dihitung dengan langkah sebagai berikut: 
       Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
Skala Perioritas = ------------------------------------------ (Maglaya, 1998) 
   Jumlah Kelas Interval 
 
 3,970 – 3 
     = ------------------- = 0,32 
      3 
 
Skala Perioritas Rendah  : 3 ~ 3,32 
Skala Perioritas Sedang  : 3,33 ~ 3,65 
Skala Perioritas Tinggi  :  3,66 ~ 3,98 
Tabel 4.60 Prioritas Pembangunan Pelabuhan di Kabupaten Minahasa Utara 
Kecamatan No. Lokasi Total Nilai Skala Prioritas 
Kema 1 Kema 3,730 Tinggi 
Likupang 
Timur 









Likupang Barat 5 Gangga 1 3,000 Rendah 
 
Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui prioritas 
pembangunan pelabuhan di Kabupaten Minahasa Utara yang diperoleh dari hasil 
pembobotan yaitu: 
 Kelayakan prioritas tinggi :Pelabuhan Kema, danLikupang 
 Kelayakan prioritas sedang :Pelabuhan Linuhu, dan Kahuku 
 Kelayakan prioritas rendah : Pelabuhan Gangga 1 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penyajian dan analisa data untuk penyusunan Laporan Pra Studi 
Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut di Lokasi Kabupaten Minahasa Utara 
Provinsi Sulawesi Utara dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:  
1) Pembangunan pelabuhan laut dinilai dari beberapa aspek, yaitu 
aspek kebijakan tata ruang, aspek transportasi wilayah, aspek 
ekonomi wilayah, aspek rona lingkungan, dan aspek kelayakan 
teknis. 
2) Berdasrkan hasil seleksi awal pelabuhan berdasarkan kriteria jenis 
dan fungsi pelabuhan, eksistensi pelabuhan, fungsi kawasan dan 
cakupan pelayanan pelabuhan eksisting, maka tersisa 5 lokasi 
rencana pelabuhan, yaitu Kema, Gangga 1, Likupang, Kahuku, dan 
Lihunu. 
3) Hasil analisis kelayakan dan pembobotan pelabuhan, diperoleh 
skala prioritas pembangunan pelabuhan dengan 3 skala prioritas 
yaitu sebagai berikut : 
 Kelayakan prioritas tinggi : Pelabuhan Kema, danLikupang 
 Kelayakan prioritas sedang : Pelabuhan Linuhu, dan Kahuku 
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Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangandengan kekuatan dan 
kelemahan, ancaman dan tantangan, maka diusulkan prioritas pembangunan 
pelabuhan di Lokasi Lihunu sebagai upaya untuk membuka kawasan dari kondisi 
keterisoliran, maupun peningkatan pelayanan sosial.Lihunu juga berada di 
kawasan Pulau Bangka sehingga akses eksternal menggunakan akses laut. 
Pelabuhan ini juga memiliki dermaga semi permanen 
5.2 Saran   
 Untuk penelitian pra studi kelayakan selanjutnya agar membahas tentang 
analisa transportasi, dan analisa lingkungan serta membahas tentang IPM 
(Indeks Pembangunan Manusia) dalam analisa penduduk 
 Pembangunan pelabuhan juga harus melihat dari segi aspek sosial 
terutama di pulau atau wilayah terpencil  
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